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pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan selama tahun
2025.

LKjIP ini menyajikan informasi yang transparan dan
akuntabel mengenai capaian kinerja, keuangan, dan pendapatan
daerah. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran
yang jelas tentang kemajuan dan tantangan yang kami hadapi
dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, termasuk tim
penyusun, stakeholder, dan masyarakat. Kami berharap LKjIP ini
dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja kami
di masa mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun
2023 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Wajo
No. 63 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, BPKPD Kab.
Wajo merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
bidang keuangan.

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun
2023 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo mempunyai tugas adalah membantu
bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administrative terhadap pelaksanan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
dengan memiliki fungsi:

Perumusan kebijakan urusan bidang Keuangan dan
Pendapatan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pengelolaan
Anggaran dan Perbendaharaan; Pengelolaan Akuntansi
dan Pelaporan; Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian
Pendapatan Daerah; Peningkatan Pelayanan, Pengelolaan
PBB-P2 dan BPHTB; Peningkatan Pelayanan, Pengelolaan
Pajak Daerah Lainnya; Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang Keuangan dan
Pendapatan Daerah; Pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang mempengaruhi kinerja
organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia,
sumber daya sarana dan prasarana kerja. Oleh karena itu,
maka sumber daya manusia yang dimiliki Badan
Pegelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Wajo
sebanyak 65 Orang PNS dan Orang 64 Non PNS, dengan
rincian sebagai berikut.



Tabel 1
Jumlah ASN & PPPK Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat
Dan Eselon
BPKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025

PENDIDIKAN PANGKAT ESELON JENIS KELAMIN
JENJANG J(g':]';"‘;')" JENJANG "(gﬂ';f‘g')" JENJANG "(g':";g')" LAKILAKI | PEREMPUAN J(g':"a';]’;')"
52 1 Eﬂirg;’"}f‘/ Jama 1 Il-a 1 1 0 1
1 Pembina Tk.| 1 lll-a 1 1 0 1
4 Pembina 4 b 4 1 3 4
6 Pembina 6 IVa 6 1 5 6
4 Penata Tk.I 4 IVa 4 2 2 4
S1 1 Pembina 1 b 1 0 1 1
4 Penata Tk.I 4 IV-a 4 3 1 4
18 Penata Tk.I 18 0 18 6 12 18
3 Penata Muda TK 1 3 0 3 2 1 3
1 Penata 1 IV-a 1 1 1
4 Penata 4 0 4 2 2 4
2 Pengatur Muda 2 0 2 2 2
3 P3K 3 0 3 0 3 3
3 Fungsional 3 0 3 0 3 3
D. 1 Penata Muda TK 1 1 1 0 1 1
1 Penata Muda 1 1 1 0 1
SMA/SMK 4 Penata Muda 4 4 2 2 4
1 Pengatur 1 1 1 0 1
2 P3K 2 0 2 0 2 2
PAKET C 1 Penata Muda 1 1 1 0 1

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian BPKPD Kabupaten Wajo 2025




Tabel 2

Jumlah Tenaga ASN PW SDM BPKPD Kabupaten Wajo Berdasarkan

Jabatan
No. Pekerjaan Lakif::liis Kell:iirl:lpuan Total
1 Penata Layanan Operasional 9 13 22
2 Operator Layanan Operasional 20 19 39
Jumlah 29 32 61

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian BPKPD Kab.Wajo 2025

B.

Struktur Organisasi
Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Kepala Badan

Tugas pokok membantu Bupati dalam membina,
mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
anggaran dan perbendaharaan, bidang akuntansi dan
pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah, Bidang
perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan
daerah, bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB,
serta bidang Pelayanan, Pengelolaan pajak daerah lainnya
sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Sekretaris

Tugas pokok merencanakan operasional kegiatan,
mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur,
menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan
administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan
dan pelaporan serta keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi
tugas, membimbing, memeriksa, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas
Sub Bagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi
tugas, membimbing, memeriksa, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas sub
bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

c. Sub Bagian Keuangan
Tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi
tugas, membimbing, memeriksa, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas
subag keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-



undangan.

Bidang Anggaran Dan Perencanaan Pendapatan
Tugas pokok membantu Kepala Badan merencanakan
operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang
Penyusunan APBD, dan Perencanaan Pendapatan Daerah
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan dalam rangka merencanakan, membagi
tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas- tugas di bidang
penyusunan APBD berdasarkan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
lancar.

. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
Daerah membantu Kepala Bidang Anggaran dan
Perencanaan Pendapatan Daerah dalam rangka
merencanakan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas-tugas di bidang perencanaan
pendapatan daerah berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan lancar

Bidang Perbendaharaan dan Otorisasi DPA
Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan
operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang
Verifikasi dan Otorisasi DPA sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

C.

Sub Bidang Verifikasi

Tugas pokok membantu Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA
dalam rangka merencanakan, membagi tugas,
membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang
verifikasi berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

. Sub Bidang Otorisasi DPA

Tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
Daerah membantu Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Pengendalian Otorisasi DPA dalam rangka
merencanakan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan  tugas  dibidang otorisasi DPA
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Tugas pokok membantu Kepala Badan merencanakan
operasional serta mengoordinasikan kegiatan di bidang
akuntansi, pelaporan keuangan setda bidang data dan



informasi keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

a. Sub Bidang Akuntansi
Tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan dalam rangka merencanakan, membagi tugas,
membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang
akuntansi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
lancar.

b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
Tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan dalam rangka merencanakan, membagi tugas,
membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan-tugas di bidang pelaporan
keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
lancar.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan

operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang

analisis kebutuhan dan inventarisasi, bidang pembinaan
dan pengawasan serta bidang pengendalian sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi
Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah dalam rangka merencanakan,
membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil
pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas- tugas di
bidang analisis kebutuhan dan inventarisasi berdasarkan
ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  agar
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah dalam rangka merencanakan,
membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan,
dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang
pembinaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan lancar.

Bidang Pelayanan, Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan
operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang
pendataan dan pendaftaran PBB- P2 dan BHTB, bidang
penilaian dan penetapan PBB- P2 dan BPHTB serta bidang
pemungutan, penagihan dan keberatan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
a. SubBidang Pendataan Dan Pendaftaran PBB-P2 dan
BPHTB
Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan,
Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka



merencanakan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas-tugas di bidang pendataan dan
pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Pemungutan, Penagihan Dan Keberatan
Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan,
Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka
merencanakan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan,
penagihan dan keberatan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalanlancar.

Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah
Lainnya

Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan
operasional serta mengoordinasikan kegiatan di bidang
pendataan dan pendaftaran, bidang penilaian dan
penetapan serta bidang pemungutan, penagihan dan
keberatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengawasan
Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan,
Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya dalam
rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas-tugas di Pendataan, Pendaftaran dan
Pengawasan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Pemungutan, Penagihan Dan Keberatan

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan,
Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya dalam rangka
merencanakan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan,
penagihan dan keberatan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan lancar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 63 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan
struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Wajo sebagaiberikut:



STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO

KEPALA BADAN
|
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM DAN SUMBAGIAN SURBAGIAN
KEPEGAWAAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
PELAPORAN
{ 1 | 1 | 1
INDANG ANGOARAN DAN HIDANG HIDANG AKUNTANSE DAN BIDANG PENGELOLAAN HIDANG FELAYANAN, PEDANG PELAYANAN,
PERENCANAAN PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAM PENGELOLAAN, PENGELOLAAN,
PENDAPATAR PENGENDALIAN ] FENGAWASAN FE8-12 OAN | [T FENGAWASAN FAJAX
OTORISAS! DPA TN DAKRAN LAINKYA
SUTHUDANG PENYUSUNAN SUBBIDANG VERIFIKAS] SUBBIDANG AKUNTANSI SUBEIDANG ANALISIS SUBMDANG PENDATAAN, SUBBIDANG PENDATAAN,
ANGOARAN FENDAFATAN KEDUTUHAN DAN |_| PENDAFTARAN, PENGAWASAN || PENDAFTARAN DAN
BELANJIA DAERAM INVENTARISASE PRS- P2 DAN BPHTH PENCAWASAN
SUBSIDANG  PERENCANAAN SUBBIDANG OTORISAS! SUBBIDANG PELAPORAN SUBBIDANG FEMBINAAN SUBBIDANG PEMUNGUTAN, I SUBIIDANG PEMUNGUTAN,
PENDAFATAN DAN BELANIA DA KIEUANGAN DAN FENCGAWASAN - PEXAGIAN DAN = PEXAGIMAN DAN
DAERAN KEBERATAN KEBERATAN
KELOMPOX JABATAN

FUNGSIONAL DAN PELAKSANA




C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
1. Permasalahan Internal
Permasalahan utama dalam rangka pelaksanaan
pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, meliputi:

a. Belum adanya tenaga spesifik perpajakan yang dimiliki oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.
Wajo.

b. Berkas kelengkapan untuk penerbitan SP2D yang diajukan
oleh SKPD tidak lengkap dan memenuhi tidak syarat
sehingga menimbulkan keterlambatan penerbitan SP2D.
Untuk itu SKPD perlu meningkatkan kedisiplinan dalam
pengajuan SPM sehingga penerbitan SP2D dapat tepat
waktu.

c. Masih adanya Aset yang dikuasai oleh orang yang tidak
berhak dan terbatasnya Aparatur pada bidang pengelolaan
Aset sehingga perlu peningkatan dan kordinasi antara
bendahara pengeluaran, pengurus barang dan aparatur
pengelola pada bidang asset sehingga pelaksanaan
penertiban asset Barang Milik Daerah belum optimal.

2. Permasalahan Eksternal Organisasi

a. Data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum
Valid.

b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi
kewajibannya dan kerjasama stakeholders dengan Badan
Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026
memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus
dicapai dalam satu (1) tahun sebagaimana tertuang dalam RPD
Kabupaten Wajo, Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) tiap tahun.

Dalam penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya
didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang
dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan
dicapai secara nyata. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya
merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam
mendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Wajo.
Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dalam
mendukung visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Urusan Keuangan, Aset dan
Pendapatan Daerah

Tujuan tersebut menunjukan peran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo sebagai
Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub
fungsi pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo yang
implementasinya dilaksankan oleh seluruh Perangkat Daerah
dilingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, ditetapkan
sasaran pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

2. Meningkatnya Kemandirian Fiskal

3. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Bidang Keuangan, Aset dan Pendapatan
Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
mempunyai tujuan dan Sasaran dalam mendukung Indikator
Kinerja Utama Rencana Pembangunan Daerah (IKU RPD)
Tahun 2025-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran dapat dilihat
pada tabel 2.1 sebagai berikut:



1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2025

. Target Tujuan/ Sasaran
IKU RPD Target RPD Tujuan/ Sasaran Perangkat Indikator Perangkat Daerah
Tahun 2025 Daerah
Tahun 2025
1 2 3 4 5
Indeks Meningkatkan kinerja dan
P akuntabilitas penyelenggaraan
engelolaan 7569 intah daerah Indeks Pengelolaan Keuangan 92
Keuangan : Eeme”" a afrda ””’SZ" . Daerah (IPKD)
Daerah (IPKD) d(;:?:ﬁan, aset dan pendapatan
Meningkatnya kinerja Indeks dimensi kesesuaian
pengelolaan keuangan dan dokumen perencanaan dan 14
aset daerah penganggaran
Indeks dimensi pengalokasian 20
anggaran belanja dalam APBD
Indeks dimensi transparansi 14
pengelolaan keuangan
Indeks penyerapan anggaran 16
Indeks Kondisi Keuangan 13
Daerah
Indeks Opini BPK 15
Meninakatnva kemandirian Kontribusi PAD dan Dana Bagi
) gratny Hasil terhadap total Pendapatan 11%
fiskal D
aerah
Meningkatnya akuntabilitas
Nilai / Predikat penyelenggaraan
SAKIP 64.3 pemerintahan bidang Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81
Kabupaten keuangan, aset dan
pendapatan daerah

2. Publikasi

i o
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak
kinerja yang telah diperjanjikan antara atasan dan bawahan
selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat
dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas
outcome disamping output dan harus ada saling keterkaitan
dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi
dan kinerja aparatur

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

4. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai
(SKP).

Dalam mewujudkan manejemen pemerintahan yang
efektif, efesien, trasnparan dan akuntabel serta berorientasi
hasil, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

memiliki 4 Program dan 14 Kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.257.519.321.868,-
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1.

Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah (Jabatan Tinggi Pratama), Pejabat Administrator dan Penagawas

Tabel 2.2
Rekapitulasi Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Wajo Tahun 2025

. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya akuntabilitas
1| penyelenggaraan pemerintahan bidang | Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81 Nilai 81 Nilai 35.435.651.913 31.812.521.363 ANDI PSAI';,"‘:AV‘Z‘PRUKKA’ KEPALA BPKPD KAB. WAJO
keuangan, aset dan pendapatan daerah I
Tersedianya Penunjang Urusan i e
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ sata Rak‘a RD“"S;S' Kegiatan 100 % 100 % 35.435.651.913 31.812.521.363 ANDI SA"'I;’;N’ SE., Ak, SEKRETA';'ISAfg KPD KAB.
Kota erangkat Daera Si.
Meningkatnya Kualitas Persentase ketersediaan dokumen KEPALA SUB BAGIAN
perencanaan, penganggaran dan o o PERENCANAAN DAN
Perencanaar_i, Renqanggaran evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 58.405.000 44.801.000 HARYADI, S.E. PELAPORAN BPKPD KAB.
dan Evaluasi Kinerja PD
secara tepat waktu WAJO
Tersusunnya Dokumen KEPALA SUB BAGIAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat PERENCANAAN DAN
Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 27.368.500 21.664.500 HARYADI, S.E. PELAPORAN BPKPD KAB.
Daerah
WAJO
Tersedianya Dokumen RKA- KEPALA SUB BAGIAN
) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
SKPD dan Laporan Hasil Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan 1 Dokurmen 1 Dokumen 4.038.000 4.038.000 HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD PELAPORAN BPKPD KAB.
Dokumen RKA-SKPD WAJO
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya Dokumen
PSP | L Do et 5100 s
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 1 Dokumen 1 Dokumen 6.837.000 6.837.000 HARYADI, S.E. PELAPORAN BPKPD KAB.
Penyusunan Dokumen SKPD WAJO
Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA- KEPALA SUB BAGIAN
X Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
SKPD dan Laporan Hasil Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokurnen 1 Dokurmen 2.827.400 2.827.400 HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD PELAPORAN BPKPD KAB.
Dokumen DPA-SKPD WAJO
Tersedianya Dokumen
AR
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 2.609.800 2.609.800 HARYADI, S.E. PELAPORAN BPKPD KAB.
Penyusunan Dokumen SKPD WAJO
Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan };EE';{?EINACSAL#I?-\EQ %Iﬁ"\’]j
Hasil Koordinasi Penyusunan | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 2 Laporan 3.045.000 3.045.000 HARYADI, S.E.
A ey . PELAPORAN BPKPD KAB.
Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar WAJO
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
SKPD
KEPALA SUB BAGIAN
Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PERENCANAAN DAN
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah ! Laporan ! Laporan 10.279.300 3.779.300 HARYADI, S.E. PELAPORAN BPKPD KAB.
WAJO
Terselenggaranya Walidata Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan };EEPRAI\EINAC?AL&?\AE\;Q %mj
Pendukung Statistik Sektoral Walidata Pendukung Statistik Sektoral 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000 0 HARYADI, S.E. PELAPORAN BPKPD KAB.
Daerah Daerah
WAJO
- KEPALA SUB BAGIAN
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah
Terlaksananya Pengumpulan . - PERENCANAAN DAN
Data Statistik Sektoral Daerah | Y29 Telah Dikumpulkan dan Diperiksa 1 Data 1 Data 700.000 0 HARYADI, S.E. PELAPORAN BPKPD KAB.
Lingkup Perangkat Daerah WAJO
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Kualitas Persentase Ketersediaan Administrasi HELFIANA HASYIM. SH KEPALA SUB BAGIAN
Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat 100 % 100 % 15.408.926.831 13.004.056.721 . T KEUANGAN BPKPD KAB.
M.Si.
Keuangan Perangkat Daerah Waktu WAJO
. , . ; KEPALA SUB BAGIAN
Tersedianya Gaji dan Jumiah Orang yang menerima Gaji dan 816  OrangBulan | 816  OrangBulan |  15.343.459.331 12.938.589.221 HELFIANA HASYIM, SH, KEUANGAN BPKPD KAB.
Tunjangan ASN Tunjangan ASN M.Si. WAJO
Terlaksananya
KEPALA SUB BAGIAN
Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 58.205.000 58.205.000 HELFIANA HASYIM, SH, KEUANGAN BPKPD KAB.
Pengujian/Verifikasi Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD M.Si.
WAJO
Keuangan SKPD
leeLS::;:y/ikﬁf Tahun SKPD | Jumlan Laporan Keuangan AKfir Tahun KEPALA SUB BAGIAN
dan Laporan Hasil Koordinasi | S D dan Laporan Hasil Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 4.851.000 4.851.000 HELFIANA HASYIM, SH, KEUANGAN BPKPD KAB.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir M.Si.
Penyusunan Laporan Tahun SKPD WAJO
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Laporan
Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan
Semesteran SKPD dan [Triwulanan / Semesteran SKPD dan HELFIANA HASYIM. SH KEPALA SUB BAGIAN
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi dan Penyusunan 1 Laporan 1 Laporan 2.411.500 2.411.500 M.Si R KEUANGAN BPKPD KAB.
; .Si.
Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ WAJO
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD
Triwulanan/ Semesteran
SKPD
Meningkatnya Kualitas KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Pengelolaan Administrasi Persentase Pegawai PD yang dilayani 100 % 100 % 115.600.000 38.385.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. & KEPEGAWAIAN BPKPD
Kepegawaian Perangkat Daerah KAB. WAJO
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
) . . S KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Tersedianya Pakaian Dinas | Jumiah Paket Pakaian Dinas Beserta 157 Paket 157 Paket 49.920.000 12.700.000 AVITRI GANI, S.S0s., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
beserta Atribut Kelengkapan Atribut dan Kelengkapannya WAJO
Terlaksananya Pendataan KEPALA SUB BAGIAN UMUM
dan Pengolahan Administrasi | Sumiah Dokumen Pendataan dan 1 Dokurmen 1 Dokurmen 17.685.000 17.685.000 AVITRI GANI, S.Sos., MSi. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
; Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian WAJO
Tenaksananya BMOINGAN | Jumlah Orang Mengikut Bimbingan KEPALA SUB BAGIAN UMUM
P Teknis Implementasikan Peraturan 25 Orang 25 Orang 47.995.000 8.000.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Peraturan Perundang-
Perundangan-undangan WAJO
Undangan
. . . . . KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Tersedianya Administrasi Umum | Persentase Administrasi Umum PD 100 % 100 % 988.219.800 557.508.000 AVITRI GANI, S.S0s., MSi. | & KEPEGAWAIAN BPKPD
Perangkat Daerah berjalan sesuai standar
KAB. WAJO
Tersedianya Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 1 Paket 9.994.800 15.050.500 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Bangunan Kantor disediakan WAJO
Tersedianya Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan KEPALA SUB BAGIAN UMUM
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-undangan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 165.455.000 0 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
undangan Disediakan WAJO
'Fl;z:agls:r?ang;an Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Velengg pat n-ap yelengg P 1 Laporan 1 Laporan 446.776.000 238.050.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
WAJO
SKPD
Terlaksananya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsi KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Penatausahaan Dinamis pada SKPD P 1 Dokumen 1 Dokumen 365.994.000 304.497.500 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Arsip Dinamis pada SKPD P WAJO
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terpenuhinya Pengadaan Persentase BMD Penuniana Urusan KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Barang Milik Daerah Penunjang Peranakat Daerah van ! dia%akan 100 % 100 % 306.386.000 397.305.800 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. & KEPEGAWAIAN BPKPD
Urusan Pemerintah Daerah g yang KAB. WAJO
9 g >edung 7 Unit 7 Unit 306.386.000 397.305.800 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang
) o WAJO
Bangunan Lainnya Disediakan
Meningkatnya Jasa Penunjang Persentase Jasa Penuniang Urusan KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Urusan Pemerintahan Daerah Peranakat Daerah van Jterge dia 100 % 100 % 17.671.781.392 17.352.229.892 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. & KEPEGAWAIAN BPKPD
Perangkat Daerah 9 yang KAB. WAJO
Terlaksananya Penyediaan Jumlah Lanoran Penvediaan Jasa Surat KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Jasa M P Y 1 Laporan 1 Laporan 75.172.500 89.548.500 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
enyurat
Surat Menyurat WAJO
Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Komunikasi, Sumber Daya Air | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 1 Laporan 17.260.446.692 16.932.123.392 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
dan Listrik yang Disediakan WAJO
Tersedianya Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KEPALA SUB BAGIAN UMUM
dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Laporan 1 Laporan 20.120.000 20.890.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Perlengkapan Kantor Disediakan WAJO
Tersedianya Jasa Jumlah Lanoran Penvediaan Jasa KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Pelayanan P V - 1 Laporan 1 Laporan 316.042.200 309.668.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Umum Kantor WAJO
r::‘ier}?hk:::ay: BK:raaI:\taTVIilik Persentase BMD Penunjang Urusan KEPALA SUB BAGIAN UMUM
h g - Jang 100 % 100 % 886.332.890 418.144.950 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. & KEPEGAWAIAN BPKPD
Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara KAB. WAJO

Pemerintahan Daerah
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya Jasa
ggmg:mz:gg d'i':y;‘a.ak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas KEPALA SUB BAGIAN UMUM
jak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 1 Unit 83.030.000 72.692.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Kendaraan Perorangan Dinas o . .
) Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya WAJO
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang Dipelihara dan 55 Unit 55 Unit 140.060.000 108.930.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya WAJO
Operasional atau Lapangan
Terlaksananya Pemeliharaan/ Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Rehabilitasi Gedung Kantor . g ra ! Bangunan 1 Unit 1 Unit 619.102.890 198.232.950 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
) Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
dan Bangunan Lainnya WAJO
;iﬂiﬁmgirézrzgzmaraan/ Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung KEPALA SUB BAGIAN UMUM
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 15 Unit 15 Unit 44.140.000 38.290.000 AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. | & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Prasarana Gedung Kantor . X e
4 Dipelihara/ Direhabilitasi WAJO
atau Bangunan Lainnya
2 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen 14 Nilai 14 Nilai 236.286.246.977 221.936.349.905 ANDI PALLAWARUKKA, KEPALA BPKPD KAB. WAJO
Keuangan dan Aset Daerah perencanaan dan penganggaran; S.IP.,M.AP.
Indeks dimensi pengalokasian L -
anggaran belanja dalam APBD 14 Nilai 14 Nilai
Indeks dimensi transparansi 13 Nilai 13 Nilai
pengelolaan Keuangan
Indeks penyerapan anggaran 20 Nilai 20 Nilai
Indeks Kondisi Keuangan Daerah 16 Nilai 16 Nilai
Indeks Opini BPK 15 Nilai 15 Nilai
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SEKRETARIS ,KEPALA
BIDANG ANGGARAN DAN
PERENCANAAN
ANDI SAHLAN, SE., Ak., PENDAPATAN, KEPALA
M.Si., SYAHMADIYAH, S.E., | BIDANG PERBENDAHARAAN
Meningkatnya Pengelolaan Persentase Pengelolaan Keuangan o o M.A.P., ANDI MIHARAH, DAN PENGENDALIAN
Keuangan Daerah Daerah 100 % 100 % 235.571.228.217 220.974.716.939 $.50.,M.Si., SUARDI, OTORISASI DPA, KEPALA
S.Sos., Dra. Hj.SITTI BIDANG PENGELOLAAN
FATIMAH BARANG MILIK DAERAH,
KEPALA BIDANG
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
Meningkatnya Koordinasi dan KEPALA BIDANG ANGGARAN
Persentase Penetapan APBD secara 0 o SYAHMADIYAH, S.E., DAN PERENCANAAN
Eenyusunan Rencana Anggaran Tepat Waktu 100 % 100 % 2.022.474.800 1.769.180.500 MAP. PENDAPATAN BPKPD KAB.
aerah
WAJO
KEPALA SUB BIDANG
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang ANDI RUSMIN, P. PENYUSUNAN ANGGARAN
Tersusunnya KUA dan PPAS Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 45.000.000 34.547.000 S Kom.M.IKom PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BPKPD KAB. WAJO
KEPALA SUB BIDANG
Tersusunnya Perubahan KUA | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan ANDI RUSMIN, P. PENYUSUNAN ANGGARAN
dan Perubahan PPAS PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 45.000.000 34.547.000 S.Kom M.L.Kom PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BPKPD KAB. WAJO
I KEPALA SUB BIDANG
Terlaksananya Verifikasi Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi 39 Dokumen | 39 Dokumen 18.347.400 17.915.400 HARTINI BASIR, OTORISASI DPA BPKPD KAB.
DPA-SKPD S.KM., M Kes. WAJO
I KEPALA SUB BIDANG
Terlaksananya Verifikasi Jumiah Perubahan DPA-SKPD yang 39 Dokumen | 39  Dokumen 27.925.200 55.519.100 HARTINI BASIR, OTORISASI DPA BPKPD KAB.
Perubahan DPA-SKPD Diverifikasi S.KM.,M.Kes. WAJO
Tersusunnya Peraturan KEPALA SUB BIDANG
Daerah tentang APBD dan 32?'525&?5# e zlaae Ba:et;?\tétlgr?t:nPBD 2 Dokumen 2 Dokumen 815.521.600 746.457.000 ANDIRUSMIN, P. PENYUSUNAN ANGGARAN
Peraturan Kepala Daerah P 9 e U S.Kom.M.Il.Kom PENDAPATAN DAN BELANJA

tentang Penjabaran APBD

Penjabaran APBD

DAERAH BPKPD KAB. WAJO
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersusunnya Peraturan Jumlah Peraturan Daerah tentang KEPALA SUB BIDANG
Rggrgzgennﬁggtzf;ﬁb;:a;a Perubahan APBD dan Peraturan Kepala ) Dokumen ) Dokumen 198.650.600 755,029,000 ANDI RUSMIN, P. PENYUSUNAN ANGGARAN
Daerah tentan Pen'abarr)an Daerah tentang Penjabaran Perubahan R R S.Kom.M.l.Kom PENDAPATAN DAN BELANJA
g - en APBD DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Perubahan APBD
) . ANALIS KEUANGAN PUSAT
Tergysunnyg Regulasi serta Jumlllah Dokgmen Regulasi serta 1 Dokumen 1 Dokumen 167.280 000 115.997 000 YULIANA BASFAIN, S.KM., DAN DAERAH BPKPD KAB.
Kebijakan Bidang Anggaran Kebijakan Bidang Anggaran M.M. WAJO
Terlaksananya Koordinasi KEPALA SUB BIDANG
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PERENCANAAN
gz;ednacaaq::n Anggaran Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.865.500 1.926.500 H. AKAS, S.Sos. PENDAPATAN DAN BELANJA
P DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan YULIANA BASFAIN. S.KM ANALIS KEUANGAN PUSAT
Penganggaran Daerah Perencanaan Penganggaran Daerah 52 Orang 52 Orang 76.884.500 7.242.500 MM TEe DAN DAERAH BPKPD KAB.
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota o WAJO
. N A KEPALA BIDANG
Meningkatnya Koordinasi dan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
ANDI MIHARAH, PERBENDAHARAAN DAN
E::g:rl‘olaan Perbendaharaan gaa:r:Engelolaan Perbendaharaan 100 % 100 % 1.020.785.100 867.806.200 $.S0s. M.Si. PENGENDALIAN OTORISASI
DPA BPKPD KAB. WAJO
Terlaksananya Penyiapan,
: . . KEPALA SUB BIDANG
Pelaksanaap Pengendalian Jumlah.Dokumen Hasil Pengendalian dan 780 Dokumen 780 Dokumen 49.290 300 10.101.000 HARTINI BASIR, OTORISAS| DPA BPKPD KAB.
dan Penerbitan Anggaran Penerbitan Anggaran Kas dan SPD S.KM.,M.Kes.
WAJO
Kas dan SPD
Terlaksananya Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Supervisi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, HARTINI BASIR KEPALA SUB BIDANG
Monitoring, dan Evaluasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 401.073.600 331.203.000 S KM. M Kes ' OTORISASI DPA BPKPD KAB.

Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

WAJO
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terlaksananya Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data
. KEPALA SUB BIDANG
Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 1 Dokumen 1 Dokumen 124.971.900 88.472.500 HARTINI BASIR, OTORISAS| DPA BPKPD KAB.
Pemungutan dan Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D S.KM.,M.Kes.
. ) WAJO
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
dengan Instansi Terkait
Tersedianya Petunjuk
;:Egls /;im:]s“g:lrkai tan Jumlah Petunjuk Teknis Administasi
gan yang Keuangan yang berkaitan dengan KEPALA SUB BIDANG
dengan Penerimaan dan . HARTINI BASIR,
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 1 Dokumen 1 Dokumen 65.222.000 38.044.000 OTORISASI DPA BPKPD KAB.
Pengeluaran Kas serta X S.KM.,M.Kes.
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban WAJO
Penatausahaan dan Sub. Kegiatan
Pertanggungjawaban Sub -1eg
Kegiatan
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan HARTINI BASIR KEPALA SUB BIDANG
Penatausahaan Keuangan Penatuasahaan Keuangan Pemerintah 92 Orang 92 Orang 380.227.300 399.985.700 S KM. M Kes ' OTORISASI DPA BPKPD KAB.
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota e WAJO
Terselenggaranya Pelaksanaan Persentase Jumlah OPD yang xﬁzﬁl#ﬁNBSIID g;{ﬁ
Akuntansi dan Pelaporan menyetor Pelaporan Keuangan secara 100 % 100 % 670.864.900 432.549.578 Dra. Hj.SITTI FATIMAH
PELAPORAN BPKPD KAB.
Keuangan Daerah tepat waktu
WAJO
Terlaksananya Rekonsiliasi
dan Verifikasi Aset Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan
- L e o . KEPALA SUB BIDANG
Kewajiban, Ekitas, Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, 1 Dokumen 1 Dokurmen 17.830.800 28.902.000 ANDI NURHAEDAR, AKUNTANS! BPKPD KAB.
Pendapatan, Belanja, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, S.E.M.Si. WAJO
Pembiayaan, Pendapatan- Pendapatan-LO dan Beban
LO, dan Beban
Tersedianya Laporan .
Pertanggungjawaban Jumlah Laporan Pertanggungngban IRFAN OKTAVIAWAN, KEPALA SUB BIDANG
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan 1 Laporan 1 Laporan 33.134.900 10.236.878 . PELAPORAN BPKPD KAB.
Pelaksanaan APBD Bulanan, S.E,M.Si.
dan Semesteran WAJO

Triwulanan dan Semesteran
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teriaksananya Konsolidasi Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD KEPALA SUB BIDANG
Laporan Keuangan SKPD, I IRFAN OKTAVIAWAN,
dan Laporan Keuangan Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 420.196.800 256.629.100 . PELAPORAN BPKPD KAB.
BLUD dan Laporan Keuangan o S.EM.Si.
. Daerah yang Terkonsolidasi WAJO
Pemerintah Daerah
Tersedianya Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
Pelaksanaan APBD Tentang Pertanggungjawaban KEPALA SUB BIDANG
Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan 2 Dokumen 2 Dokumen 178.509.700 115.588.900 ANDI NURHAEDAH, AKUNTANS! BPKPD KAB.
Rancangan Peraturan Kepala | Rancangan Peraturan Kepala Daerah S.E.M.Si.
. ) ; WAJO
Daerah tentang Penjabaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan KEPALA SUB BIDANG
Akuntansi, Pglaporan dan Akuntansi, P(_-:Iaporan, dan _ 41 Orang 41 Orang 21.192.700 21.192.700 IRFAN OKTAV!AWAN, PELAPORAN BPKPD KAB.
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pemerintah S.E,M.Si. WAJO
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kualitas Persentase Pemenuhan Urusan
Penunjang Urusan Kewenangan | Kewenangan Pengelolaan Keuangan 100 % 100 % 231.786.724.977 217.833.227.961 ANDI SAHLAN’ SE., Ak, SEKRETARIS BPKPD KAB.
M.Si. WAJO
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah
Tersedianya Analisis Jumlah Laporan Hasil Analisis HELFIANA HASYIM. SH KEPALA SUB BAGIAN
Perencanaan dan Penyaluran | Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 1 Laporan 1 Laporan 204.790.152.100 205.890.152.100 MSi U KEUANGAN BPKPD KAB.
Bantuan Keuangan Keuangan e WAJO
. KEPALA SUB BAGIAN
Terkelolanya Dana Darurat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000.000 5.026.657 361 HELFIANA HASYIM, SH, KEUANGAN BPKPD KAB.
dan Mendesak Darurat dan Mendesak M.Si. WAJO

21




. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S . KEPALA SUB BAGIAN
Terkelolanya Dana bagi Hasil Jumllah L_aporan Hasil Pengelolaan Dana 1 Laporan 1 Laporan 6.996.572 877 6.916.418.500 HELFIANA HA_SYIM, SH, KEUANGAN BPKPD KAB.
Kabupaten/Kota Bagi Hasil Kabupaten/ Kota M.Si. WAJO
Meningkatnya Pengelolaan Data Persentase Implementasi Sistem KEPALA BIDANG ANGGARAN
dan Implementasi Sistem . : . 0 o SYAHMADIYAH, S.E., DAN PERENCANAAN
Informasi Pemerintah Daerah | iormas: Pemerintah Daerah Lingkup ) 100 % 100 % 76.378.500 71.952.700 MAP. PENDAPATAN BPKPD KAB.
Lingkup Daerah yang WAJO
Terlaksananya Implementasi Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan KEPALA SUB BIDANG
dan Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan Sistem Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen 76.378.500 71.952.700 ANDI RUSMIN, P. PENYUSUNAN ANGGARAN
Informasi Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah Bidang Keuangan R R S.Kom.M.l.Kom PENDAPATAN DAN BELANJA
Bidang Keuangan Daerah Daerah DAERAH BPKPD KAB. WAJO
KEPALA BIDANG
Meningkatnya Pengelolaan Barang Persentase Barang Milik Daerah yang PENGELOLAAN BARANG
Milik Daerah dikelola sesuai standar 100 % 100 % 709.018.700 961.632.966 SUARDI, $.Sos. MILIK DAERAH BPKPD KAB.
WAJO
KEPALA BIDANG
. Persentase Jumlah OPD yang
Meningkatnya Pengelolaan 0 o PENGELOLAAN BARANG
Barang Milik Daerah menyetor Laporan BMD secara tepat 100 % 100 % 709.018.700 961.632.966 SUARDI, S.Sos. MILIK DAERAH BPKPD KAB.
waktu
WAJO
KEPALA SUB BIDANG
. . TAUFIQ HASYIM, AR, ANALISA KEBUTUHAN DAN
Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 50 Dokumen 50 Dokumen 26.598.800 20.098.800 SEMS. INVENTARISASI BPKPD KAB.
WAJO
Tersedianya Rencana KEPALA SUB BIDANG
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik . . PEMBINAAN DAN
Kebutuhapl Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 7.252.500 7.252.500 Dra. Hj. RESNA, M.Si. PENGAWASAN BPKPD KAB.
Barang Milik Daerah
WAJO
KEPALA SUB BIDANG
Terlaksananya Pengamanan Jumlah Laporan Hasil Pengamanan TAUFIQ HASYIM, AR, ANALISA KEBUTUHAN DAN
Barang Miik Daerah Barang Miik Daerah ! Laporan ! Laporan 167.540.700 301633200 SEMS INVENTARISAS| BPKPD KAB.
WAJO
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
s . o KEPALA SUB BIDANG
Terlaksananya Penilaian Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang
Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 6.629.500 6.629.500 TAUFIQ HASYIM, AR, ANALISA KEBUTUHAN DAN
o o " S.EM.Si. INVENTARISAS| BPKPD KAB.
Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah
WAJO
Terlaksananya Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan, Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi KEPALA SUB BIDANG
Pemindahtanganan, Penggunaan, Pemanfaatan, TAUFIQ HASYIM, AR, ANALISA KEBUTUHAN DAN
Pemusnahan, dan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan ! Dokumen ! Dokumen 30.969.600 130.969.600 S.EM.Si. INVENTARISASI BPKPD KAB.
Penghapusan Penghapusan Barang Milik Daerah WAJO
Barang Milik Daerah
. . e KEPALA SUB BIDANG
Terlaksananya  Rekonsiliasi | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam TAUFIQ HASYIM, AR, ANALISA KEBUTUHAN DAN
dalam rangka Penyusunan Rangka Penyusunan Laporan Barang 1 Laporan 1 Laporan 12.870.900 5.782.500 .
- o S.E,M.Si. INVENTARISASI BPKPD KAB.
Laporan Barang Milik Daerah | Milik Daerah
WAJO
Tersusunnya Laporan KEPALA SUB BIDANG
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah TAUFIQ HASYIM, AR, ANALISA KEBUTUHAN DAN
Barang yang Disusun ! Laporan ! Laporan 457.156.700 489.266.866 SEMS. INVENTARISAS! BPKPD KAB.
Milik Daerah
WAJO
. - Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil o o ANDI PALLAWARUKKA,
3 | Meningkatnya Kemandirian Fiskal terhadap total Pendapatan Daerah 1 % 1 % 4.663.715.200 3.770.450.600 SIP.MAP. KEPALA BPKPD KAB. WAJO
KEPALA BIDANG
PELAYANAN,
PENGELOLAAN,
Meninakatnva Penaelolaan SYARIFAH CHAERUL PENGAWASAN PBB-P2 DAN
Pen dag atanyDaeraI% Persentase Peningkatan PAD 100 % 100 % 4.663.715.200 3.770.450.600 YAMAN, S.Sos., M.Si., H. BPHTB, KEPALA BIDANG
P ASHAWALUDDIN, ST., MM PELAYANAN,
PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PAJAK
DAERAH LAINNYA
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEPALA BIDANG
PELAYANAN,
PENGELOLAAN,
Meninakatnva Penaelolaan SYARIFAH CHAERUL PENGAWASAN PBB-P2 DAN
Pen dag atanyDaeral? Persentase Pajak Daerah terhadap PAD 109 % 100 % 4.663.715.200 3.770.450.600 YAMAN, S.Sos., M.Si., H. BPHTB, KEPALA BIDANG
P ASHAWALUDDIN, ST., MM PELAYANAN,
PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PAJAK
DAERAH LAINNYA
KEPALA SUB BIDANG
Tersedianya Rencana Jumlah Dokumen Rencanaan . PENDATAAN, PENDAFTARAN
Pengelolaan Pajak Daerah | Pengelolaan Pajak Daerah ! Dokumen ! Dokumen 171.723.600 41515800 RAMLANSYAH, S.H.MSi. |~ 5N PENGAWASAN BPKPD
KAB. WAJO
KEPALA SUB BIDANG
Terlaksananya Penyuluhan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Hi. SATRIAWAT!. SE.. M.Si PEMUNGUTAN, PENAGIHAN
dan Penyebarluasan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 1 Laporan 1 Laporan 51.550.000 0 - & ARIF SYSos” " DAN KEBERATAN PBB-P2
Kebijakan Pajak Daerah Daerah e DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO
Tersedianya Data Objek Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan
Pajak, Subjek Pajak dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek 1 Laporan 1 Laporan 101.835.200 72.800.000 A-SRI RA'é'Ag UNINGSI, | PENILAI PKEANI|3E\3\IIXISH BPKPD
Wajib Pajak Daerah Pajak dan Wajib Pajak Daerah - '
;‘;”nf‘ek“s,f:rz’;f 3229°'aha”' Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, ANALIS KEUANGAN PUSAT
. . Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data 1 Laporan 1 Laporan 230.027.000 94.930.700 ASTIDAR, S.E. DAN DAERAH BPKPD KAB.
Pelaporan Basis Data Pajak .
Pajak Daerah. WAJO
Daerah
KEPALA SUB BIDANG
PEMUNGUTAN, PENAGIHAN
Terpenuhinya Jumlah Objek . . . . . . DAN KEBERATAN PBB-P2
Pajak yang Disesuaikan m’g’ghnoab‘ek Pajak yang Disesuakan 357600  Objek Pajak | 357600 Objek Pajak |  2.251.262.000 2215206700 | SA&RA'\’;VIVFATS"SSOE” MSi. | DAN BPHTB , KEPALA SUB
NJOP nya y e BIDANG PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PBB-P2 DAN
BPHTB
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. . Target Tahun 2025 Jumlah Pagu Tahun 2025 Penanggung Jawab
Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ .
No . Indikator
Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEPALA SUB BIDANG
Terlaksananya Penagihan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PEMUNGUTAN, PENAGIHAN
. . . 1 Dokumen 1 Dokumen 1.031.899.700 883.426.200 ANDI SOJI FEBRIANTY, SE DAN KEBERATAN PAJAK
Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah DAERAH LAINNYA BPKPD
KAB. WAJO

Terlaksanannya Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan PENE?A?’AAIA/?\ISILDJENB[I&/;'INERAN
serta Pengendalian dan serta Pengendalian dan Pengawasan 5 Dokumen 5 Dokumen 613.804.500 231.530.500 RAMLANSYAH, S.H.,M.Si. DAN PENGAiWASAN BPKPD
Pengawasan Pajak Daerah Pajak Daerah KAB. WAJO
gg:if:ﬁ":v’gi;emb'”aa” Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan ANALIS KEUANGAN PUSAT

9 Pengawasan Pengelolaan Retribusi 1 Laporan 1 Laporan 211.613.200 225.040.700 ASTIDAR, S.E. DAN DAERAH BPKPD KAB.
Pengelolaan Daerah WAJO

Retribusi Daerah
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2. Publikasi
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan tingkat
pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk
menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil
pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten Wajo pada tahun
2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingka antara terget dan realisasi pada tahun 2025.

2. Analisis penyebab keberhasilan |/ Kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan

3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan
kinerja dari sasaran stertegis dalam perjanjian kinerja.

4. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan relaisasi kinerja. Indikator
Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai
berikut:
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1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2025

No Sasaran Indikator Ta;3;g§325 Realisasi Capian Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
akuntabiltas Data Realisasi
1 penyellenggaraaln Nilai SAKIP Perangkat 81 80,81 99.77% Menggunakan
pemerintahan bidang Daerah Data 2024
keuangan, aset dan
pendapatan daerah
Meningkatnya Kinerja | Indeks Dimensi Data Realisasi
9 Pengelolaan Kesesuaian dokumen 14 9,820 70,44% Menggunakan
Keuangan dan Aset perencanaan dan Data 2024
Daerah penganggaran
Indeks dimensi Data Realisasi
pengalokasian anggaran 14 6,5278 46,63% Menggunakan
belanja dalam APBD Data 2024
Indeks dimensi Data Realisasi
transparansi pengelolaan 13 15,00 115,38% Menggunakan
Keuangan Data 2024
Data Realisasi
L”:efrgs”yerapa” 20 20,00 100,00% | Menggunakan
99 Data 2024
- Data Realisasi
aeks Kondsl 16 8,0000 50,00% | Menggunakan
9 Data 2024
Data Realisasi
Indeks Opini BPK 15 10,00 66,67% Menggunakan
Data 2024
Kontribusi PAD dan
Meningkatnya Dana Bagi Hasil o o o
3 Kemandirian Fiskal terhadap total 1% 15,65% 142.27%
Pendapatan Daerah

Dari tabel di atas, terdapat tiga sasaran yang terbagi dalam 8
indikator. Dari 8 indikator, hanya 1 Indikator yang dapat di Evaluasi
yaitu oleh BPKPD Tahun 2025 yaitu Persentase kontribusi PAD dan
Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah yaitu 15.56% dari
terget sebesar 11% dengan capaian 142.27%. Selain dari itu,
pengukuran dilakukan oleh Kemendagri dan Inspektorat.

Pengukuran oleh Kemendagri terhadap Indikator IPKD Tahun
2025 akan rilis di Bulan Desember Tahun 2026. Sedangkan Penilaian
terhadap Nilai Sakip akan terbit di bulan Maret atau April.

Pencapaian Indikator tersebut tidak lepas dari kerjasama yang
erat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo.
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Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan,
aset dan pendapatan daerah

Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/

Penanggung Jawab

. o N
No Subkegiatan Perangkat Daerah Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian (%) Keterangan
Nama Jabatan
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Meningkatnya akuntabilitas .
1| penyelenggaraan pemerintahan bidang g::::rf""’ Perangkat 81 Nilai 81 Nilai 99,77% ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.MAP. |  KEPALA BPKPD KAB. WAJO
keuangan, aset dan pendapatan daerah
Tersedianya Penunjang Urusan Rata-Rata Realisasi Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ ) kat Daerah 100 % 95,24 % 95,24% ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si. SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO
Kota erangkat Daera
Persentase ketersediaan
Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan, KEPALA SUB BAGIAN
Perencanaan, Penganggaran penganggaran dan evaluasi 100 % 100 % 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
dan Evaluasi Kinerja PD kinerja perangkat daerah PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
secara tepat waktu
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen KEPALA SUB BAGIAN
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
Daerah Daerah PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
Tersedianya Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan j‘;rr:"f: Efak:’lfl‘:;‘“%ﬁ‘jiﬁgg KEPALA SUB BAGIAN
Hasil Koordinasi Pen uspunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
Penyusunan Dokumen SKPyD PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD dan | RKA-SKPD dan Laporan Hasil KEPALA SUB BAGIAN
Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN

Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
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Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/

Penanggung Jawab

. . .
No Subkegiatan Perangkat Daerah Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian (%) Keterangan
Nama Jabatan
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Tersedianya Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan | ‘2 Dokuren BPA-SKPD KEPALA SUB BAGIAN
Hasil Koordinasi Pen uspunan Dokumen DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
Penyusunan Dokumen SKPyD PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD dan | DPA-SKPD dan Laporan Hasil KEPALA SUB BAGIAN
Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan DPA- PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
Perubahan DPA-SKPD SKPD
Tersgdmnya Lgporan Jumlah Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja L
SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD dan Laporan KEPALA SUB BAGIAN
Koordinasi Pe?\ usunan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
nyusunan Laporan Capaian Kinerja dan PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
Laporan Capaian Kinerja . o
) o Ikhtisar Realisasi Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Kinerja SKPD
Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi KEPALA SUB BAGIAN
Kineria Peraﬁ kat Daerah Kineria Pe?an kat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100,00% HARYADI, S.E. PERENCANAAN DAN
! g ! 9 PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
Meningkatnya Kualitas Persentase Ketersediaan
. . Administrasi Keuangan o 0 o . KEPALA SUB BAGIAN
Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah Tepat 100 % 100 % 100,00% HELFIANA HASYIM, SH, M.Si. KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
Keuangan Perangkat Daerah
Waktu
Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang yang menerima o . KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 816 Orang/Bulan 816 Orang/Bulan 100,00% HELFIANA HASYIM, SH, M.Si. BPKPD KAB. WAJO
Terlaksananya Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HELFIANA HASYIM. SH, M.Si. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Penguijian/Verifikasi Keuangan
SKPD

BPKPD KAB. WAJO
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Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/

Penanggung Jawab

. N .
No Subkegiatan Perangkat Daerah Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian (%) Keterangan
Nama Jabatan
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun imlf?aﬁp;oggpléeg:ggan
SKPD dan Laporan Hasil | oo Hasil Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% HELFIANA HASYIM, SH, M.Si. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Koordinasi Penyusunan P BPKPD KAB. WAJO
. enyusunan Laporan
Laporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD g
Tersedianya Laporan
Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Bulanan /Triwulanan /
Semesteran SKPD dan Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% HELFIANA HASYIM, SH, M.Si. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
BPKPD KAB. WAJO
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran Triwulanan/ Semesteran SKPD
SKPD
r:: illsllcl:laat:: aA:i(rLrlu?:it:tT'asi Persentase Pegawai PD KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
9 ; ] €9 100 % 66.67 % 66.67% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Kepegawaian Perangkat yang dilayani
WAJO
Daerah
Tersedianya Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Dinas beserta Atribut Beserta Atribut dan 157 Paket 157 Paket 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Kelengkapan Kelengkapannya WAJO
Terlaksananya Pendataan Jumlah Dokumen Pendataan KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
dan Pengolahan dan Pengelolaan Administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian WAJO
P gan ¢ 25 Orang 0 Orang 0,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Peraturan Perundang- Implementasikan Peraturan WAJO

Undangan

Perundangan-undangan
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Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/

Penanggung Jawab

. . .
No Subkegiatan Perangkat Daerah Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian (%) Keterangan
Nama Jabatan
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Tersedianya Administrasi Persentase Administrasi KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
¥ Umum PD berjalan sesuai 100 % 100 % 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Umum Perangkat Daerah
standar WAJO
Tersedianya Komponen lJr:’sTa'fahsfﬁ:ﬁfggﬁ;‘igﬁ”an KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Instalasi Listrik/Penerangan 9 1 Paket 1 Paket 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor S WAJO
disediakan
-FI-’Z::azIS:: ang/;an Rapat éiTIZTehapgzzgn Rapat KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
yelengg pat yelengg pat 1 Laporan 1 Laporan 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi WAJO
SKPD SKPD
Terlaksananya Jumlah Dokumen KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Penatausahaan Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Arsip Dinamis pada SKPD pada SKPD WAJO
;:’r’;f]"umﬁzz:‘f:daa“ Persentase BMD Penunjang KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
9 Urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Penunjang Urusan .
. yang diadakan WAJO
Pemerintah Daerah
Tersedianya Sarana dan Jumiah Unit Sarana -dan
PrasaranayPen dukun Prasarana Pendukung KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
9 Gedung 7 Unit 7 Unit 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Gedung Kantor atau .
) Kantor atau Bangunan Lainnya WAJO
Bangunan Lainnya o
yang Disediakan
"P"::l'l’r'l?::t"l‘j‘r’uifna Persentase Jasa Penunjang KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Jang Urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Pemerintahan Daerah .
yang tersedia WAJO
Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyediaan Jumlah Lanoran Penvediaan KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Jasa P y 1 Laporan 1 Laporan 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Jasa Surat Menyurat
Surat Menyurat WAJO
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Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/

Penanggung Jawab

. . .
No Subkegiatan Perangkat Daerah Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian (%) Keterangan
Nama Jabatan
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Tersedianya Jasa Jumian Laporan Penyediaan KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Komunikasi, Sumber Daya . o 1 Laporan 1 Laporan 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Ai o Daya Air dan Listrik yang
ir dan Listrik Disediakan WAJO
Tersedianya Jasa Jumiah Laporan Penyediazn KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Peralatan dan Perlenakanan Kantor van 1 Laporan 1 Laporan 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Perlengkapan Kantor Dise digkar? yang WAJO
Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 1 Laporan 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Umum Kantor yang Disediakan WAJO
Meningkatnya Kualitas
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase BMD Penunjang . KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Penunjang Urusan Pemerintahan | Urusan yang Terpelihara 100 % 100 % 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
Daerah
;:f]z%zzz#aggya Jumlah Kendaraan Perorangan
) ’ . Dinas atau Kendaraan Dinas . ) o ) KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Eemellharaan dan Pajak . Jabatan yang Dipelihara dan 1 Unit 1 Unit 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
endaraan Perorangan Dinas Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan YV jakny
Tersedianya Jasa .
] : Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya .
) A Operasional atau Lapangan yang . . . KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Ee”.“?"ha‘aa”* Pajak dan Dipelihara dan dibayarkan Pajak 5 Unit 5 Unit 100,00% AVITRI GAN, 8.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
erizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannva
Operasional atau Lapangan V
:,zr'rj‘;‘“s;;;g’r’j Rehabiitagy | Jumiah Gedung Kantor dan KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Geduna Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1 Unit 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
9 : Dipelihara/ Direhabilitasi WAJO
Bangunan Lainnya
Pameitaraead Rehatifag ah Sarana dan Prasarana KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Sarana dan Prasarana Ban ur?an Lainnva van 15 Unit 15 Unit 100,00% AVITRI GANI, S.Sos., M.Si. KEPEGAWAIAN BPKPD KAB.
Gedung Kantor atau 9 ya yang WAJO

Bangunan Lainnya

Dipelihara/ Direhabilitasi
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Tabel 3.1.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis/ Program/ Penanggung Jawab
No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 7 7 8 9
Meningkatnya Kinerja Indeks Dimensi Kesesuaian
2 | Pengelolaan Keuangan dan Aset | dokumen perencanaan dan 14 Nilai 10 Nilai 70,14%
Daerah penganggaran
Indeks dimensi pengalokasian .- - o
anggaran belanja dalam APBD 14 Nilai 7 Nilai 46,63%
Indeks dimensi transparansi 13 Nilai 15 Nilai 115.38% ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P. KEPALA BPKPD KAB. WAJO
pengelolaan Keuangan o
Indeks penyerapan anggaran 20 Nilai 20 Nilai 100,00%
Indeks Kondisi Keuangan - i
Daerah 16 Nilai 8 Nilai 50,00%
Indeks Opini BPK 15 Nilai 10 Nilai 66,67%
SEKRETARIS ,KEPALA BIDANG
ANGGARAN DAN PERENCANAAN
ANDI SAHLAN, SE., Ak, Msi,, | PENCEFETAN, KEPPLR BIDANG
Meningkatnya Pengelolaan Persentase Pengelolaan o o o SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P., ANDI
Keuangan Daerah Keuangan Daerah 100 t 100 U 100,00% MIHARAH, S.Sos.,M.Si., SUARDI PENGENDALIAN OTORISASI DPA,
O ’ KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
S.So0s., Dra. Hj.SITTI FATIMAH BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
Meningkatnya KEPALA BIDANG ANGGARAN
Koordinasi dan Persentase Penetapan APBD o o o DAN PERENCANAAN
Penyusunan Rencana secara Tepat Waktu 100 t 100 4 100,00% SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P. PENDAPATAN BPKPD KAB.
Anggaran Daerah WAJO
KEPALA SUB BIDANG
Tersusunnya KUA Jumlah Dokumen KUA dan PPAS PENYUSUNAN ANGGARAN
bb dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.l.Kom PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Tersusunnya KEPALA SUB BIDANG
Jumlah Dokumen Perubahan KUA PENYUSUNAN ANGGARAN
Perubahan KUA dan dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.l.Kom PENDAPATAN DAN BELANJA

Perubahan PPAS

DAERAH BPKPD KAB. WAJO
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Sasaran Strategis/ Program/ Penanggung Jawab
No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 7 7 8 9
Terlaksananya Jumlah DPA-SKPD yang 0 KEPALA SUB BIDANG OTORISASI
Verifikasi DPA-SKPD | Diverifikasi % Dokumen | 39 Dokumen )  10000% HARTINI BASIR, S.KM. M Kes. DPA BPKPD KAB. WAJO
Terlaksananya
Veriasi Perubaan | YoM Perubanan DPA-SKFD 39 Dokumen 39 Dokumen |  100,00% HARTINIBASIR SKM.MKes. | KEPALASSE BDANS DIORISAS
DPA-SKPD yang Diverifikasi .
Tersusunnya
Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang KEPALA SUB BIDANG
Eg::&?aﬁpfeigzn APBD dan Peraturan Kepala 2 Dokumen 2 Dokumen | 100,00% ANDI RUSMIN, P. S Kom.M.J.Kom PZE\J%%%\L%'XQND?H%%@EMA
Daerah tentang Daerah tentang Penjabaran APBD DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Penjabaran APBD
Tersusunnya
tiirtzwggage?jt?aﬂn Jumlah Peraturan Daerah tentang KEPALA SUB BIDANG
Perubahan APBD dan Peraturan 0 PENYUSUNAN ANGGARAN
ﬁePBal?adggeF;:rr]aturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.|.Kom PENDAPATAN DAN BELANJA
ten?ang Penjabaran Perubahan APBD DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Perubahan APBD
Tersusunnya
Regulasi serta Jumlah Dokumen Regulasi serta 0 ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
Kebiakan Bidang | Kebiakan Bidang Anggaran " Dokumen ! Dokumen | 100,00% YULIANABASFAIN, S KM., MM. DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Anggaran
Terlaksananya
N . I KEPALA SUB BIDANG
Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
PERENCANAAN PENDAPATAN
0,
iﬁ;gr;c;;aan Ezazr;i)aar::zn Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% H. AKAS, S.Sos. DAN BELANJA DAERAH BPKPD
Pendapatan KAB. WAJO
;Zﬁéizgﬁnya Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Perencanaan 0 ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
Bg’;?:r?gp%ﬁ; tah | Penganggaran Daerah Pemerintah 52 Orang 52 Orang 100,00% YULIANA BASFAIN, SKM., M.M. DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Persentase Pelaksanaan KEPALA BIDANG
Koordinasi dan I o 0 0 . PERBENDAHARAAN DAN
Pengelolaan Koordinasi dan Pengelolaan 100 % 100 % 100,00% ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si. PENGENDALIAN OTORISASI DPA

Perbendaharaan Daerah

Perbendaharaan Daerah

BPKPD KAB. WAJO
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Sasaran Strategis/ Program/

Penanggung Jawab

No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 7 7 8 9

Terlaksananya

Penyiapan,

Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil

Pengendalian dan | Pengendalian dan Penerbitan 780  Dokumen | 780  Dokumen |  100,00% HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes. KEPALA SUB BIDANG OTORISASI
. DPA BPKPD KAB. WAJO

Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Anggaran Kas dan

SPD

Terlaksananya

Koordinasi, Fasilitasi,

Asistensi,

Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Supervisi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,

Monitoring, dan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes. KEPALA SUB BIDANG OTORISASI
) ) DPA BPKPD KAB. WAJO

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan

Pengelolaan Dana dan Dana Transfer Lainnya

Perimbangan dan

Dana Transfer

Lainnya

Terlaksananya

Rekon8|l|a3| Data Jumlah Dokumen Hasil

ﬁiﬂggﬂifa"ndfa"s Rekonsiliasi Data Penerimaan dan KEPALA SUB BIDANG OTORISAS|

0,
serta Pemungutan Pengeluaran Kas serta 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes. DPA BPKPD KAB. WAJO
Pemungutan dan Pemotongan

dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

atas SP2D dengan

Instansi Terkait

Tersedianya

Petunjuk  Teknis

poministas Jumlah Petunjuk Teknis

euangan yang oL
. Administasi Keuangan yang
Eiﬁkﬁrﬁﬁf ggin berkaitan dengan Penerimaan dan KEPALA SUB BIDANG OTORISASI
Pengeluaran Kas serta 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.

Pengeluaran Kas
serta

Penatausahaan dan

Penatausahaan dan Pert; nggungjawaban Sub.
’ Kegiatan

Pertanggungjawaban

Sub

Kegiatan

DPA BPKPD KAB. WAJO
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Sasaran Strategis/ Program/

I " . L . Penanggung Jawab
No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 7 7 8 9
Terlaksananya
Pembinaan Jumlah Orang yang mengikuti
Penatausahaan Pembinaan Penatuasahaan o KEPALA SUB BIDANG OTORISASI
Keuangan Keuangan Pemerintah Kabupaten 92 Orang 92 Orang 100,00% HARTINI BASIR, S.KM..M.Kes. DPA BPKPD KAB. WAJO
Pemerintah Kota
Kabupaten/Kota
I,::::';';ggi’i’l‘(ﬁtansi Persentase Jumlah OPD yang KEPALA BIDANG AKUNTANSI
menyetor Pelaporan Keuangan 100 % 100 % 100,00% Dra. Hj.SITTI FATIMAH DAN PELAPORAN BPKPD KAB.
dan Pelaporan
secara tepat waktu WAJO
Keuangan Daerah
Terlaksananya
Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, Jumlah Dokumen Hasil
Kewajiban, Ekuitas Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset
) ) A } ) . KEPALA SUB BIDANG
0,
Pendgpatan, Kewajllban, Ekwtas, Pendapatan, 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% ANDI NURHAEDAH, S.E.,M.Si. AKUNTANS! BPKPD KAB. WAJO
Belanja, Belanja, Pembiayaan,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Pendapatan-LO, dan
Beban
xﬁ:ﬁ;ﬁgﬁx@g lJ:umIah Laporanb Pelak KEPALA SUB BIDANG
ertanggungjwaban Pelaksanaan 0 )
Pelaksanaa_n APBD APBD Bulanan, Triwulanan dan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% IRFAN OKTAVIAWAN, S.E,M.Si. PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
Bulanan, Triwulanan
Semesteran
dan Semesteran
Terlaksananya
Konsolidasi Laporan | Jumlah Laporan Keuangan SKPD,
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 0 ) KEPALA SUB BIDANG
BLUD dan Laporan | Pemerintah Daerah yang ! Laporan ! Laporan | 100,00% IRFAN OKTAVIAWAN, 8.E.M.Si. PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
Keuangan Terkonsolidasi

Pemerintah Daerah
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Sasaran Strategis/ Program/ Penanggung Jawab
No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 7 7 8 9
Tersedianya
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Jumlah Rancangan Peraturan
Pertanggungjawaban | Daerah Tentang
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Kabupaten/Kota dan | APBD Kabupaten/ Kota dan . KEPALA SUB BIDANG
Rancangan Rancangan Peraturan Kepala 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% ANDINURHAEDAH, S.E.M.Si. AKUNTANSI BPKPD KAB. WAJO
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
iimlannas?n Jumlah Orang yang Mengikuti s .
' Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, o . KEPALA SUB BIDAN
E::’?;:égrdfg}gwaban dan Pertanggungjawaban 41 Orang 41 Orang 100,00% IRFAN OKTAVIAWAN, S.E,M.Si. PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
P ; Pemerintah Kabupaten/ Kota
emerintah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas
Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Urusan
Kewenangan Kewenangan Pengelolaan 100 % 100 % 100,00% ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si. SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO
Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah
Daerah
Peroncnaan gan. | dumiah Laporan Hasi Anaisis KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Pg:’y’;f:r”;aga :t’l]an Perencanaan dan Penyaluran 1 Laporan 1 Laporan 100,00% HELFIANA HASYIM, SH, M.Si. BPKPD KAB. WAJO
K Bantuan Keuangan '
euangan
Terkelolanya Dana |\ | aporan Hasil Pengelolaan . . KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
’\Dﬂirr:g:lgsn Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 100,00% HELFIANA HASYIM, SH, M.Si. BPKPD KAB. WAJO
Terkelolanya Dana |y, 121 | aporan Hasil Pengelolaan , . KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
ﬁg%lug:tselzln/Kota Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota 1 Laporan 1 Laporan 100,00% HELFIANA HASYIM, SH, M.Si. BPKPD KAB. WAJO
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Sasaran Strategis/ Program/ Penanggung Jawab
No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 7 7 8 9
Meningkatnya
Pengelolaan Data dan Persentase Implementasi Sistem KEP'SIA?‘ ?:Ig:gp? cﬁmﬁgﬁRAN
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100,00% SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P. PENDAPATAN BPKPD KAB
Informasi Pemerintah Lingkup Daerah yang dikelola WAJO ’
Daerah Lingkup Daerah
Terlaksananya
mplementasi dan | jumiah Dokumen Has KEPALA SUB BIDANG
; . Implementasi dan Pemeliharaan 0 PENYUSUNAN ANGGARAN
g:fg:ir']'t‘:r’:g::'rah Sistem Informasi Pemerintah ! Dokumen ! Dokumen | 100,00% ANDIRUSMIN, P. $.Kom M. Kom PENDAPATAN DAN BELANJA
Bidang Keuangan Daerah Bidang Keuangan Daerah DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Daerah
. - KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
Meningkatnya Pengelolaan | Persentase Barang Milik Daerah | 4, % 100 % 100,00% SUARDI, S.S0s. BARANG MILIK DAERAH BPKPD
Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai standar
KAB. WAJO
Meningkatnya Persentase Jumlah OPD yang KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang menyetor Laporan BMD secara 100 % 100 % 100,00% SUARDI, S.Sos. BARANG MILIK DAERAH BPKPD
Milik Daerah tepat waktu KAB. WAJO
. KEPALA SUB BIDANG ANALISA
Tersedianya Standar | -Lmiah Standar Harga yang 5  Dokumen 50 Dokumen |  100,00% TAUFIQ HASYIM, AR, SEM.S.. | KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI
9 BPKPD KAB. WAJO
Tersedianya Jumlah Rencana Kebutuhan KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
Rencana Kebutuhan Barana Milik Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 100,00% Dra. Hj. RESNA, M.Si. DAN PENGAWASAN BPKPD KAB.
Barang Milik Daerah 9 WAJO
Terlaksananya Jumlah Lanoran Hasil KEPALA SUB BIDANG ANALISA
Pengamanan Barang Pen amanF;n Barana Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100,00% TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si. KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI
Milik Daerah eng 9 € BPKPD KAB. WAJO
Terlaksananya é‘;’gﬁh kﬂall‘l’frgge'::ﬁ'('j:f’l‘_'l':;ﬁ" KEPALA SUB BIDANG ANALISA
Penilaian Barang Koordﬁ\asi Penilaian Barana Milik 1 Laporan 1 Laporan 100,00% TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si. KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI
Milik Daerah 9 BPKPD KAB. WAJO

Daerah
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Sasaran Strategis/ Program/

I " . L . Penanggung Jawab
No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 7 7 8 9

Terlaksananya
Sg::millns:; Jumlah Dokumen Hasil
Pemgagnfaatar; Optimalisasi Penggunaan, KEPALA SUB BIDANG ANALISA

. ! Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si. KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI
Pemindahtanganan,

Pemusnahan dan Penghapusan BPKPD KAB. WAJO
Pemusnahan, dan -
P Barang Milik Daerah
enghapusan

Barang Milik Daerah
Terlaksananya
Rekonsiliasi dalam Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi KEPALA SUB BIDANG ANALISA
rangka Penyusunan | dalam Rangka Penyusunan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si. KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI
Laporan Barang Milik | Laporan Barang Milik Daerah BPKPD KAB. WAJO
Daerah
Tersusunnya Jumlah Laporan Barana Milik KEPALA SUB BIDANG ANALISA
Laporan Barang Daerah aﬁ Disusun 9 1 Laporan 1 Laporan 100,00% TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si. KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI
Milik Daerah yang BPKPD KAB. WAJO
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Tabel 3.1.3 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kemandirian Fiskal

Sasaran Strategis/ Program/ Penanggung Jawab
Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
2 3 4 5 6 7 8 9
Meninakatnva Kemandirian Kontribusi PAD dan Dana Bagi
Fiskalg y Hasil terhadap total Pendapatan 11 % 15,65 % 142,27% ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P. KEPALA BPKPD KAB. WAJO
Daerah
KEPALA BIDANG PELAYANAN,
Meningkatnya PENGELOLAAN, PENGAWASAN
. SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos. PBB-P2 DAN BPHTB, KEPALA
0, 0, 0, ’ ’ ]
E::?:Iiolaan Pendapatan | Persentase Peningkatan PAD 100 % 61,86 % 61,86% M.Si., H. ASHAWALUDDIN, ST., MM BIDANG PELAYANAN,
PENGELOLAAN, PENGAWASAN
PAJAK DAERAH LAINNYA
KEPALA BIDANG PELAYANAN,
Meninakatnya PENGELOLAAN, PENGAWASAN
Pen e?olaany Persentase Pajak Daerah 100 o 7283 o 72.83% SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., PBB-P2 DAN BPHTB, KEPALA
Penga atan Daerah terhadap PAD ’ ’ ° ek M.Si., H. ASHAWALUDDIN, ST., MM BIDANG PELAYANAN,
P PENGELOLAAN, PENGAWASAN
PAJAK DAERAH LAINNYA
Tersedianya KEPALA SUB BIDANG
Rencana Jumlah Dokumen Rencanaan o . PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN
Pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah ! Dokumen ! Dokumen |~ 100,00% RAMLANSYAH, 8.H.M.Si. PENGAWASAN BPKPD KAB.
Pajak Daerah WAJO
Tersedianya
Data Objek Jumlah Laporan Hasil Pendataan
Pajak, Subjek dan Pendaftaran Objek Pajak o PENILAI PEMERINTAH BPKPD
Pajak dan Daerah, Subjek Pajak dan Waijib 1 Laporan 1 Laporan 100,00% A. SRIRAHAYU NINGSI, S.E. KAB. WAJO
Wajib Pajak Pajak Daerah
Daerah
Terlaksananya
Pengolahan .
; ! Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
Pemeliharaan, . o ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
dan Pelaporan Pemellharaan _dan Pelaporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% ASTIDAR, S.E. DAERAH BPKPD KAB. WAJO
Basi Basis Data Pajak Daerah.
asis Data
Pajak Daerah
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Sasaran Strategis/ Program/ Penanggung Jawab
No Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Target Tahun 2025 Realisasi Capaian Keterangan
Perangkat Daerah Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terpenuhinva KEPALA SUB BIDANG

e Objgk PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN
) Jumlah Objek Pajak yang Objek Objek o Hj. SATRIAWATI, SE., M.Si. & ARIF, KEBERATAN PBB-P2 DAN BPHTB

Bfgg';uyjﬂgn Disesuaikan NJOP nya 357600 piak 357.600 Pajak | 100.00% S.Sos . KEPALA SUB BIDANG

NJOP nva PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

y PBB-P2 DAN BPHTB

Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil KEPALA SUB BIDANG

Penagihan Pelaksanaan Penagihan Pajak 1 Dokumen 1 Dokumen | 100,00% ANDI SOJI FEBRIANTY, SE AT AN Eakaen AN

Pajak Daerah | Daeran LAINNYA BPKPD KAB. WAJO

Terlaksanannya

SP:rr;erlksaan Jumlah Dokumen Hasil KEPALA SUB BIDANG

Pengendalian | Pemeriksaan serta Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen | 100,00% RAMLANSYAH, S.H.M.Si. PE[;EQ&WA&S%@%%RA&SAN

dan dan Pengawasan Pajak Daerah WAJO :

Pengawasan

Pajak Daerah

Terlaksananya

Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Pengawasan o ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN

Pengelolaan dan IPenlgawasan Pengelolaan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% ASTIDAR, S.E. DAERAH BPKPD KAB. WAJO

A Retribusi Daerah
Retribusi
Daerah
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2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Tahun 2025

dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

a. Capaian Realisasi Tahun 2023-2025

Perbandingan hasil indikator pada PK Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun
2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan
Tahun 2024 Dan Tahun 2023

Realisasi
No Sasaran Indikator Tahun Tahun Tahun
2003 | 2024 | 2025 Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
akuntabilitas - Data Realisasi
;| penyelenggaraan Nilai SAKIP Perangkat | gq6y | 7335 | 7335 | Menggunakan
pemerintahan bidang Daerah ' ' ' Data 2024
keuangan, aset dan
pendapatan daerah
Meningkatnya Kinerja Eg:::ugil;leg::(umen Data Realisasi
2 | Pengelolaan Keuangan 14,162 9,820 9,820 Menggunakan
dan Aset Daerah perencanaan dan Data 2024
penganggaran
Indeks dimensi Data Realisasi
pengalokasian . 20 6,5278 6,5278 Menggunakan
anggaran belanja Data 2024
dalam APBD
Indeks dimensi Data Realisasi
fransparansi 13,966 15,00 15,00 Menggunakan
pengelolaan Data 2024
Keuangan
Indeks penyerapan Data Realias
15 20,00 20,00 Menggunakan
anggaran Data 2024
- Data Realisasi
I}gdeks Kondisi 4,871 8,0000 8,0000 Menggunakan
euangan Daerah Data 2024
Data Realisasi
Indeks Opini BPK 15,00 10,00 10,00 Menggunakan
Data 2024
Kontribusi PAD dan
Meningkatnya Dana Bagi Hasil
3 Kemar?diriar}\l Fiskal terhadapgtotal 14,65% 8.97% 15,65% )

Pendapatan Daerah

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah
setiap tahun fluktuatif. Dari tahun 2023 ke 2024 mengalami
penurunan sebesar 5.68% dan ditahun 2025 mengalami kenaikan
sebesar 6.68%.

Indeks dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran,
Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Indeks
dimensi transparansi pengelolaan keuangan, Indeks penyerapan
anggaran, Indeks Kondisi Keuangan Daerah, Indeks Opini BPK, belum
dapat diukur pada tahun 2025 disebabkan pengukuran indikator
tersebut dilakukan pada periode tahun selanjutnya.

Nilai Sakip Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan
sebesar 7.45% dari tahun 2023. Untuk Tahun 2025 Nilai Sakip belum
dapat diukur karena pengukuran indikator tersebut dilakukan pada
periode tahun selanjutnya.
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3. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Renstra
Perangkat Daerah

Kemandirian Fiskal

terhadap total
Pendapatan Daerah

Target N
No Sasaran Indikator Target PK Renstra Realisasi Keterangan
Tahun 2025 Tahun 2025
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
akuntabiltas Data Realisasi
penyelenggaraan Nilai SAKIP Perangkat
! pemerintahan bidang Daerah 81 81 8081 MeDr;?guzr&eélzan
keuangan, aset dan
pendapatan daerah
Meningkatnya Kinerja Indeks D_|men3| Data Realisasi
Kesesuaian dokumen
2 | Pengelolaan Keuangan d 14 14 9,820 Menggunakan
dan Aset Daerah perencanaan dan Data 2024
penganggaran
Indeks dimensi Data Realisasi
pengalokasian anggaran 20 20 6,5278 Menggunakan
belanja dalam APBD Data 2024
Indeks dimensi Data Realisasi
transparansi pengelolaan 14 14 15,00 Menggunakan
Keuangan Data 2024
Indeks penyerapan Data Realisasi
penyerap 16 16 20,00 Menggunakan
anggaran Data 2024
L Data Realisasi
Egj:rf *;‘r’]”gférah 13 13 80000 | Menggunakan
9 Data 2024
Data Realisasi
Indeks Opini BPK 15 15 10,00 Menggunakan
Data 2024
Kontribusi PAD dan
3 Meningkatnya Dana Bagi Hasil 11,00% 11,00% 15,65% -
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4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar

Nasional (Jika Ada)

Fiskal

terhadap total
Pendapatan Daerah

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Standar
Nasional
Data
No Sasaran Strategis Indikator Target PK Standar Realisasi Keteranaan
Perangkat Daerah Tahun 2025 Nasional Tahun 2025 9
(jika ada)
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan - Data Realisasi
1 pemerintahan bidang g!i'r:: KIP Perangkat 81 80,81 Menggunakan
keuangan, aset dan Data 2024
pendapatan daerah
Meningkatnya Kinerja Indeks D.ImenSI Data Realisasi
Kesesuaian dokumen
2 | Pengelolaan Keuangan erencanaan dan 14 9,820 Menggunakan
dan Aset Daerah P Data 2024
penganggaran
Indeks dimensi Data Realisasi
pengalokasian anggaran 20 6,5278 Menggunakan
belanja dalam APBD Data 2024
Indeks dimensi Data Realisasi
transparansi pengelolaan 14 15,00 Menggunakan
Keuangan Data 2024
Indeks penyerapan Data Realisasi
penyerap 16 20,00 Menggunakan
anggaran Data 2024
- Data Realisasi
:ngakr? E%nglasérah 13 8,0000 Menggunakan
9 Data 2024
Data Realisasi
Indeks Opini BPK 15 10,00 Menggunakan
Data 2024
Kontribusi PAD dan
3 Meningkatnya Kemandirian | Dana Bagi Hasil 11,00% 15,65%
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5. Analisa Penyebab Peningkatan /Penurunan Kinerja dan

Solusi

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Dan Solusi

belanja dalam
APBD

dibandingkan belanja
pembangunan dan
pelayanan publik,
Pendapatan asli daerah
(PAD) yang terbatas
membuat ruang fiskal untuk
belanja pembangunan
semakin sempit

transparansi dan
akuntabilitas, Melibatkan
Bappeda, OPD, dan DPRD
dalam forum bersama
untuk menyelaraskan
prioritas

. Capaian Penyebab Peningkatan/ Upaya yang Telah .
No Indikator (%) Penurunan Kinerja Dilakukan Solusi
1 2 3 4 5 6
Mengidentifikasi potensi
hambatan sejak awal dan
Masih terdapat data kinerja menyia\_pkan strate_gi mitigasj,
yang tidak terverifikasi atau o Rotasi da.." muta§| pegawal
kurana akurat. belum Implementasi aplikasi harus diimbangi dengan
maEsimaI d:alam berbasis elektronik untuk program knowledge transfer
Nilai SAKIP menghadirkan inovasi yang perencanaan, pelaporan, agar tidak terjadi penurunan
1 Perangkat 99,77% berdampak lanasung pada dan evaluasi kinerja, kualitas, Menyelaraskan
Daerah mas zrakat %ebag ir; 0 Publikasi capaian kinerja SAKIP daerah dengan sistem
4 . g . secara terbuka untuk akuntabilitas nasional agar
aparatur masih berorientasi ; o . ; X
ada rutinitas, bukan pada meningkatkan akuntabilitas kon3|sten3| !etap terjaga,
P enca ai’an hasil Melibatkan pihak eksternal
pencap ' (akademisi/masyarakat)
dalam evaluasi kinerja untuk
menjaga objektivitas
Program/kegiatan yang
direncanakan tidak
se[éz?:r:ng/:n‘;;riggr:;:a& Dilakukan bimbingan teknis
karena keterbatasan fiskal, (I)Ieh i?pp?ia ﬁa.rt] Menetank kani t
Masih ada perangkat nspektorat terkai enetapkan mekanisme satu
daerah vang menvusun penyusunan dokumen data agar semua dokumen
dokumeyn pgrencaynaan perencanaan dan saling terhubung,
dengan indikator outcome penganggaran, Peningkatan Kompetensi

. . . . Pemanfaatan aplikasi e- Aparatur, Menetapkan aturan
Indeks Dimensi yang lemah, sehingga sulit . . .

. L Planning dan e-Budgeting bahwa setiap program
Kesesuaian diterjemahkan ke dalam : L .
dokumen anagaran. Adanva untuk mengurangi prioritas dalam RPJMD wajib

2 perencanaan 70,14% penygeguaiaﬁ kebijgkan ketidaksesuaian antar terakomodasi dalam APBD,
dan mendadak (misalnya dokumeln, Pemerlksaap Mellbatkan akademisi atay .
enganaaran refocusing anggaran) kesesuaian antara Renja pihak eksternal untuk menilai
pengangg men ebabka?\ e?gncanaan OPD dengan RKPD kesesuaian dokumen secara
awgl tidak sespuai denaan sebelum masuk ke tahap objektif, Membentuk tim lintas
enganqaaran akhi? penganggaran, OPD khusus untuk
S?nkrgnis%gsi antar OPb Pelaksanaan forum lintas sinkronisasi perencanaan dan
belum optimal, sehingga perangkat daerah untuk penganggaran
terjadi tumpa’ng tindih menyelaraskan prioritas
program atau gap antar program
dokumen, - Keterbatasan
Kapasitas SDM
Menetapkan indikator
Program prioritas daerah outcome yang jelas agar
belum sepenuhnya anggaran benar-benar
tercermin dalam alokasi Mengalihkan sebagian mendukung pencapaian hasil
anggaran, sehingga terjadi anggaran dari belanja rutin | pembangunan, Meningkatkan
mismatch antara rencana ke program prioritas pendapatan daerah melalui
Indeks dimensi dan realisasi, Porsi belanja pembangunan, Digitalisasi inovasi pajak/retribusi dan
enqalokasian pegawai dan operasional proses penganggaran pengelolaan aset daerah,
angaran 46.63% masih sangat tinggi untuk meningkatkan Mengurangi program yang

tidak berdampak langsung,
fokus pada program unggulan
yang memberi manfaat besar
bagi masyarakat, Memastikan
dokumen perencanaan
(RPJMD, Renstra, Renja)
terhubung langsung dengan
APBD melalui sistem digital
terpadu
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. Capaian Penyebab Peningkatan/ Upaya yang Telah .
b enurunan Kinerja ilakukan
No Indikator 1y P Kineri Dilakuk Solusi
1 2 3 4 5 6
Pengembangan Dashboard
Keuangan Publik,
Menyatukan seluruh aplikasi
keuangan daerah dalam satu
Implementasi Digitalisasi platform terpadu,
Pengelolaan Keuangan, Membuka kanal resmi Menyediakan data keuangan
Publikasi Dokumen ) . ; dalam format terbuka agar
) ) . (website, media sosial, A NS
Indeks dimensi Keuangan Secara Rutin, oo e mudah diakses dan dianalisis
. ) aplikasi) untuk publikasi )
transparansi o Penguatan Regulasi oleh publik, Mengundang
115,38% . laporan keuangan, o
pengelolaan Transparansi, Dukungan ' akademisi dan lembaga
. Melibatkan Inspektorat dan . e
Keuangan penuh dari kepala daerah BPK dalam benaawasan independen untuk menilai
untuk mewujudkan tata keuanaan sepcarg berkala kualitas transparansi
kelola keuangan yang 9 keuangan daerah,
transparan dan akuntabel Menetapkan standar
operasional prosedur agar
transparansi tetap berjalan
meski terjadi pergantian
kepemimpinan
Perencanaan Anggaran Pastikan penyerapan
yang Matang, Penguatan anggaran menghasilkan
Sistem Mon’itoring dan output d.an outcome yang
Evaluasi, Dukungan penuh nyata bagi masyarakat, bukan
dari pim yinan daerah serta Digitalisasi Pengelolaan hanya angka serapan, Setiap
koorginapsi lintas peranakat Anggaran, Penguatan rupiah anggaran harus
Indeks perang Koordinasi Lintas OPD, dikaitkan dengan indikator
o daerah yang solid, . . o )
penyerapan 100,00% I Pendampingan Teknis, kinerja yang jelas,
Kedisiplinan dalam o . S
anggaran Pelaksanaan Program Evaluasi triwulanan untuk Memastikan distribusi
Proses penqadaan ’ memastikan penyerapan penyerapan anggaran merata
barang /jasap dar? pencairan anggaran sesuai target sepanjang tahun, Inspektorat
anggaran berjalan lancar melakukan audit sejak awal
tanpa hambatan birokrasi pelaksanaan untuk mencegah
ana berart penyimpangan, Penguatan
yang SDM Pengelola Keuangan
Mengembangkan potensi
PAD baru, seperti pajak
Ketergantungan Tinggi berbasis digital, pariwisata,
pada Dana Transfer Pusat, d?g d%i%?ell;l);arsga?::it
Porsi belanja pegawai dan " P buh Yb lani )
operasional terlalu besar . - pertumbulan betanja pegawal
X . i Melakukan intensifikasi dan dan operasional agar ruang
dibandingkan belanja
embanaunan dan ekstensifikasi pajak daerah fiskal lebih longgar,
eI: anan gublik Banyak melalui digitalisasi sistem Inventarisasi dan optimalisasi
pelay PUDTIX, Bany pembayaran, Refocusing aset daerah untuk menjadi
- aset daerah belum
Indeks Kondisi . . anggaran untuk sumber pendapatan
0 dimanfaatkan optimal : ) .
Keuangan 50,00% sebagai sumber mengurangi belanja yang berkelanjutan, Mendorong
Daerah enda ata% Retribusi dan tidak produktif, investasi daerah melalui
P a'gk da’erah belum Implementasi aplikasi e- kemudahan perizinan dan
dipk émban kan secara PAD untuk meningkatkan insentif fiskal, Publikasi
. g ; transparansi dan akurasi kondisi keuangan daerah
kreatif sesuai potensi lokal, . daerah buk K
Perlambatan ekonomi penerimaan daerah, slecakraﬂ‘ier l; a untul
meningkatkan kepercayaan
iﬁrﬂ;enzﬁngnk::n masyarakat dan investor,
P aiak dar?retribusi Melatih aparatur di bidang
Pay manajemen keuangan daerah
agar lebih profesional dan
adaptif
Kelemahan dalam Sistem
Pengendalian Intern,
Ketidakpatuhan terhadap Perbaikan Sistem ;:Sag:a;n ga:ﬁéﬁgzi
Regulasi, - Pengelolaan Pengendalian Intern. Mana'gmén Eset Audit
Aset Daerah yang Belum Pendampingan dari BPKP Internajl an Lebiﬁ Ketat
Optimal, Aparatur dan Inspektorat, Digitalisasi Penin k{;tar? Kom etensi’
Indeks Opini 66.67% pengelola keuangan belum Pengelolaan Keuangan, A aratl?r Trans arSnsi dan
BPK o sepenuhnya memahami Inventarisasi Aset Daerah, P y P

standar akuntansi
pemerintahan (SAP), Masih
ada dokumen pendukung
transaksi yang tidak
lengkap atau tidak sesuai
prosedur

Pelatihan aparatur tentang
akuntansi pemerintahan,
pengadaan barang/jasa,

dan manajemen aset

Akuntabilitas Publik,
Melakukan konsultasi rutin
agar laporan keuangan sesuai
dengan standar pemeriksaan
BPK
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DBH dari pusat, baik dari
pajak maupun sumber daya
alam, Dukungan penuh
kepala daerah dalam
mendorong kemandirian
fiskal melalui PAD

penerimaan, Edukasi dan
kampanye kepatuhan pajak
untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat

. Capaian Penyebab Peningkatan/ Upaya yang Telah .
No Indikator (%) Penurunan Kinerja Dilakukan Solusi
1 2 3 4 5 6
Pastikan peningkatan PAD
dan DBH benar-benar
berdampak pada pelayanan
Intensifikasi dan pUb“kZ bukan hanya a_ngka
AT penerimaan, Inventarisasi,
ekstensifikasi pajak daerah rifikasi d timalisasi
(misalnya pajak hotel . . sertiiikasi, dan optimalisasi
. : Penyesuaian tarif dan aset daerah agar menjadi
restoran, hiburan, parkir) - L
. om0 | regulasi pajak/retribusi agar sumber pendapatan
berjalan efektif, Digitalisasi . :
: lebih relevan dengan berkelanjutan,
P Sistem Pemungutan PAD, - ? )
Kontribusi PAD kondisi ekonomi, Mengembangkan pajak
. Pertumbuhan sektor e : A
dan Dana Bagi o Implementasi sistem berbasis transaksi digital (e-
: perdagangan, pariwisata, . : \
Hasil terhadap o ; ; informasi keuangan daerah commerce, transportasi
3 142,27% dan jasa meningkatkan . . h ;
total Y P yang terintegrasi untuk online) sesuai perkembangan
basis pajak dan retribusi, AT ) .
Pendapatan . meminimalisir kebocoran ekonomi, Melatih aparatur
Daerah Adanya kenaikan transfer

pengelola PAD agar lebih
profesional dan adaptif
terhadap teknologi, Publikasi
penerimaan PAD dan DBH
secara terbuka untuk
meningkatkan kepercayaan
masyarakat, Menyiapkan
strategi antisipasi jika terjadi
penurunan DBH atau
perlambatan ekonomi
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6. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Tabel 3.6
Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No

Sasaran Strategis Capaian Jumlah Anggaran Analisis Efisiensi

Perangkat Daerah (%) Sumber Daya
Pagu Realisasi Capaian

Keterangan

2 3 4 5 6 7 8

Tingginya akuntabilitas
(99,77%) menunjukkan
bahwa meskipun
realisasi anggaran tidak
Meningkatnya penuh (84,92%), kualitas
akuntabilitas tata kelola tetap terjaga.
penyelenggaraan 99.77% | 31812521363 | 27016341453 | 84,920 | Malinimengindikasikan

pemerintahan bidang bahwa pencapaian
keuangan, aset dan sasaran tidak semata
pendapatan daerah bergantung pada
besarnya anggaran yang
diserap, melainkan pada
efektivitas penggunaan
anggaran

Realisasi tinggi
(90,80%), Kinerja sedang
(74,80%)
mengindikasikan adanya
74,80% | 221.936.349.905 | 201.507.858.861 | 90,80% inefisiensi sumber daya,
Anggaran sudah banyak
digunakan, tetapi hasil
kinerja belum maksimal
(sedang)

Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

Realisasi tinggi (98,50%)
+ Kinerja sangat tinggi
(142,27%) hal ini
menunjukkan adanya
efisiensi dan efektivitas
sumber daya. Artinya,
hampir seluruh anggaran
14227% | 3770450600 | 3713721873 | 98509 | digunakan dan hasi .

yang dicapai bahkan

melampaui target. ni
mengindikasikan bahwa

setiap rupiah yang

dibelanjakan

memberikan nilai tambah

yang lebih besar dari

yang direncanakan.

Meningkatnya
Kemandirian Fiskal

Berdasarkan tebel diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat
serapan anggaran yang tinggi tidak selalu menjamin capaian kinerja
yang maksimal seperti yang terjadi pada sasaran kedua yaitu
meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah,
efisiensi sumber daya ditentukan oleh kesesuaian antara
penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja seperti pada
sasaran kesatu dan sasaran ketiga. Perlu dilakukan evaluasi
berkelanjutan terhadap program/kegiatan untuk memastikan setiap
rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap
peningkatan kinerja.
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7. Analisis Evaluasi Program /Kegiatan

Berikut disajikan daftar analisis evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Analisis Evaluasi Program, Kegiatan Dan Subkegiatan

Tabel 3.7

Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

RKA-SKPD

No . Indikator Capaian (%) Keterangan
Subkeglgt::r::rangkat Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan -
1 pemerintahan bidang Nilai SAKIP Perangkat 99,77%
Daerah
keuangan, aset dan
pendapatan daerah
Tersedianya Program Penunjang
Penunjang Urusan Rata-Rata Realisasi Urusan
Pemerintahan Kegiatan Perangkat 98,05% Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Daerah Daerah
Kota Kabupaten/Kota
Persentase ketersediaan Perencanaan
dokumen perencanaan, Pengan ara,n dan
penganggaran dan 100,00% Eval% as??(iner"a
evaluasi kinerja perangkat Peranakat Daelr ah
daerah secara tepat waktu 9
Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 100,00% Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA- Koordinasi dan
SKPD.dan. Laporan Hasi 100,00% Penyusunan Dokumen
Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan
dan Laporan Hasil 100.00% Penyusunan Dokumen
Koordinasi Penyusunan ek Perubahan RKA-
Dokumen Perubahan SKPD
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkeaiatan Peranakat Indikator Capaian (%) Keterangan
ubkeg Saaera; angka Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 100.00% Koordinasi dan
Koordinasi Penyusunan s Penyusunan DPA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan Koordinasi dan
Laporan Hasil Koordinasi 100,00% Penyusunan Perubahan
Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Koordinasi dan
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Penygsune_m Lgporan
Koordinasi Penyusunan 100,00% Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja I;i:tés;zr SR;?,"DS%'
dan Ikhtisar Realisasi !
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Evaluasi Kineria
Kinerja Perangkat 100,00% !
Daerah Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Administrasi
Administrasi Keuangan 100,00% Keuangan Perangkat
Perangkat Daerah Tepat
Daerah
Waktu
Jumlah Orang yang . ;
menerima Gaji dan 100,00% Penyedlaan gajl dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Penatausahaan dan 100.00% Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi ek Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan
Laporan Hasil Koordinasi 100.00% Penyusunan Laporan
dan Penyusunan Laporan as Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD
SKPD
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkegiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
ubkegiatan Ferangka Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan
[Triwulanan / Koordinasi dan
Semesteran SKPD dan Penyusunan Laporan
Laporan Koordinasi dan 100,00% Keuangan Bulanan/
Penyusunan Laporan Triwulanan/
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD
Triwulanan/ Semesteran
SKPD
. Administrasi
P:rzsegitlzszr'l’iegawa' PD 1 g6,34% Kepegawaian
yang difay Perangkat Daerah
Jumlah Paket Pakaian Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut 100,00% Dinas beserta Atribut
dan Kelengkapannya Kelengkapannya
Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pendataan dan o Pengolahan
Pengelolaan Administrasi 100,00% Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Orang Mengikuti I .
Bimbingan Teknis IBlmblngan Tgkms
. o mplementasi
Implementasikan 0,00%
Peraturan Perundang-
Peraturan Perundangan- U
ndangan
undangan
Persentase Administrasi
Administrasi Umum PD 100,00% Umum Perangkat
berjalan sesuai standar Daerah
Jumlah Paket Komponen )
X Penyediaan
Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 100,00% omp
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
B Bangunan Kantor
disediakan
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat | 40 4o Rapat Koordinasi dan

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Konsultasi SKPD
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkeaiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penatausahaan Arsip 100,00% o
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada
SKPD
Persentase BMD Pengadaan Barang
Penunjang Urusan 100,00% Milik D_aerah
Perangkat Daerah yang Penunjang Urusan
diadakan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Sarana
dan Pengadaan Sarana
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Disediakan
Persentase Jasa Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 100,00% Penunjang Urusan
Perangkat Daerah yang ek Pemerintahan
tersedia Daerah
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Surat 100,00% Y
Surat Menyurat

Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber 100,00% Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Daya Air dan Listrik
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Peralatan dan 100,00% Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

100,00% Pelayanan Umum

Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan

Kantor
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkegiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase BMD Pg[neliharaan Barang
Penunjang Urusan yang 100,00% “Pm"k D.aerala
Terpelihara enunjang trusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan Eznmyjﬁ:gf:aﬂlaﬁa a
Perorangan Dinas atau Pemelin ' d y
Kendaraan Dinas emelinaraan, gan
o 100,00% Pajak Kendaraan
Jabatan yang Dipelihara P DI
dan Dibayarkan erorangan Linas
Paiaknva atau Kendaraan Dinas
jaxny Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Eenyelilaan Jang
Operasional atau emeliharaan, Biaya
Lapanaan van Pemeliharaan, Pajak
Di;?elihgara )(;ang 100,00% dan Perizinan
dibayarkan Pajak dan gendargan :Dmas
Perizinannya perasional atau
Lapangan
Jumlah Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehabili
dan Bangunan Lainnya 100.00% tasi Gedung Kantor
yang Dipelihara/ ek dan Bangunan
Direhabilitasi Lainnya
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabili
Prasarana Gedung tasi Sarana dan
Kantor atau Bangunan 100,00% Prasarana Gedung
Lainnya yang Dipelihara/ Kantor atau Bangunan
Direhabilitasi Lainnya
. N Indeks Dimensi
Meningkatnya Kinerja .
Kesesuaian dokumen B
2 | Pengelolaan Keuangan dan 70,14%
perencanaan dan
Aset Daerah .
penganggaran;
Indeks dimensi
pengalokasian 46,63%

anggaran belanja
dalam APBD
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkegiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indeks dimensi
transparansi 115,38%
pengelolaan Keuangan
Indeks penyerapan 100,00%
anggaran
Indeks Kondisi o
Keuangan Daerah 50,00%
Indeks Opini BPK 66,67%
Persentase EESSE?AAL AAN
0,
EZ:?:&:OI““ Keuangan 100,00% KEUANGAN
DAERAH
Persentase Penetapan g:r?rﬂg\::;:an
APBD secara Tepat 100,00% Romoana o
Waktu encana Anggaran
Daerah
Koordinasi dan
j:?lsg ADSO k:r:e%iléldgm 100,00% Penyusunan KUA dan
yang PPAS
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Penyusunan
0,
Egr/l:gar;ann KDLllsAl\J ;1:1: 100,00% Perubahan KUA dan
yang Perubahan PPAS
Koordinasi,
éﬁ'\%ﬁ;kgsA'SKPD yang 100,00% Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi,
Jumlah Perubahan DPA- 100.00% Penyusunan dan
SKPD yang Diverifikasi ek Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Peraturan Daerah Penyusunan Peraturan
tentang APBD dan 100.00% Daerah tentang APBD
Peraturan Kepala Daerah s dan Peraturan Kepala
tentang Penjabaran APBD Daerah tentang

Penjabaran APBD
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkegiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Peraturan g:ﬁrﬂ;‘jﬁ;gan
Daerah tentang Pergturan Daerah
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala 100,00% tentang Perubahan
Daerah tentang ’ APBD dan Peraturan
Penjabaran Perubahan Kepala I:I))aerag
APBD tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Regulasi serta Kebijakan 100,00% SP:Q;/L:(s:l;\igankS:gula&
Bidang Anggaran ; I
Bidang Anggaran
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi Perencanaan 100,00% Perencanaan
Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan
Jumlah Orang yang .
Mengikuti Pembinaan gemblnaan
Perencanaan erencanaan
Penaangaaran Daerah 100,00% Penganggaran Daerah
Pe mge i ngtgh Pemerintah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan
Koordinasi dan 100.00% Pengelolaan
Pengelolaan ek Perbendaharaan
Perbendaharaan Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Hasil E:gﬁggsgén
Pengendalian dan 100,00% Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Penerbitan A
Kas dan SPD enerbitan Anggaran
Kas dan SPD
Jumlah Dokumen Hasil o [
Koordinasi, Fasilitasi Koordinasi, Fasilttasi,
. A S Asistensi, Sinkronisasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supenvisi Monitoring dan
Supervisi, Monitoring dan 100,00% P ! 9

Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkeaiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pengeluaran Kas serta 100,00% Pemungutan dan
Pemungutan dan Pemotongan atas
Pemotongan atas SP2D SP2D dengan Instansi
dengan Instansi Terkait Terkait
Jumlah Petunjuk Teknis ?sziisxgin?n?;tr:rs“iw
Administasi Keuangan Keuangan yang
yang berkaian dengan Berkaitan dengan
100,00% Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta P | K
Penatausahaan dan Penge uara;]n as serta
Pertanggungjawaban enatausa aan dan
Sub. Kegiatan Pertangg_ungjawaban
) Sub Kegiatan

Jumlah Orang yang .
mengikuti Pembinaan ggnmabt:::anhaan
Penatuasahaan 100,00% K P intah
Keuangan Pemerintah euangan Pemerinta
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
Persentase Jumlah g:; ;t:::;:an
OPD yang menyetor 100,00% Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pelaporan
secara tepat waktu Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil _—
Rekonsiliasi dan Rel§0n3|l!aS| dan
Verifikasi Aset Verifikasi Aset,
Kewajiban Ekhitas Kewajiban, Ekuitas,

' . 100,00% Pendapatan, Belanja,

Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban

Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkegiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Laporan Koordinasi
Pertanggungjwaban genyusunan ILaporan
Pelaksanaan APBD 100,00% Peranggungiawaban
Bulanan, Triwulanan dan X
Semesteran Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran

Jumlah Laporan Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD Keuangan SKPD,
dan Laporan Keuangan 100,00% BLUD dan Laporan
Pemerintah Daerah yang Keuangan Pemerintah
Terkonsolidasi Daerah
Jumlah Rancangan gggﬂ'gﬁ;;gan
Peraturan Daerah R "
Tentang ancangan Peraturan
Pertanggungjawaban Ea:}trah tentalng b
Pelaksanaan APBD Pel éli(nggungjlab\v;:gsn
Kabupaten/ Kota dan 1 o Ke a sanaa}r(]
Rancangan Peraturan 00,00% abupaten/Kota dan
Kepala Daerah tentang Eanclangan P(;raturan
Penjabaran cpaia Laera
Pertanggungjawaban tentang Penjgbaran
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban
Kabunaten/Kota Pelaksanaan APBD

P Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan Pembinaan Akuntansi,
Akuntansi, Pelaporan, Pelaporan dan
dan 100,00% Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/ Kabupaten/Kota
Kota
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan
Urusan Kewenangan 100.00% Kewenangan
Pengelolaan Keuangan ek Pengelolaan

Daerah

Keuangan Daerah
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkegiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Laporan Hasil -
Analisis Perencanaan Analisis Perencanaan
100,00% dan Penyaluran
dan Penyaluran Bantuan B K
Keuangan antuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Penaelolaan Dana
Pengelolaan Dana 100,00% g
Darurat dan Mendesak Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana
Pengelolaan Dana Bagi 100,00% bagi Hasil
Hasil Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota
Persentase Pengelolaan Data
Implementasi Sistem g?;;nr;ﬁ:?fr::;:si'
Informasi Pemerintah 100,00% Pemerintah Daerah
Daerah Lingkup Daerah Linakuo K
yang dikelola ingkup Reuangan
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil .
Implementasi dan Implen_1enta5| dgn
Pemeliharaan Sistem Pemelinaraan Sistem
Informasi Pemerintah 100,00% Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Daerah Bidang
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Persentase Barang EES&ERI{\C';’IL AAN
Milik Daerah yang 100,00%
- . BARANG MILIK
dikelola sesuai standar DAERAH
Persentase Jumlah Pengelolaan
OPD yang menyetor 100,00% Barang Milik
Laporan BMD secara Daerah
tepat waktu
Jumlah Standar Harga 100.00% Penyusunan Standar
yang Disusun i Harga
Jumlah Rencana E:pg:s:::;n
il 0,

gizlrjzt;lrj]han Barang Milik 100,00% Kebutuhan Barang

Milik Daerah
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Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

No Subkegiatan P Kat Indikator Capaian (%) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Baran
Pengamanan Barang 100,00% g 9
Milik Daerah Mik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik - -
Daerah dan Hasil 100,00% Peniaian Barang Milk
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil L
Optimalisasi Optimalisasi
Penggunaan Penggunaan,
Pemanfaatar; Pemanfaatan,
Pemindahtan’ anan 100,00% Pemindahtanganan,
Pemusnahangdan ’ Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Penghapusan Barang
Milik Daerah Miik Daerah
JRZT(L?ZJEEE? 52?3:33” Rekonsiliasi dalam
Rangka Penyusunan 100,00% rLangka Pgnyusur;\ilTk
Laporan Barang Milik aporan garang il
Daerah Daerah
Jumlah Laporan Barang Penyusunan Laporan

ili 0,
I\Dlliillljstl)fra]erah yang 100,00% Barang Milik Daerah
Kontribusi PAD dan
Meningkatnya Kemandirian | Dana Bagi Hasil o

3 Fiskal terhadap total 142,27%

Pendapatan Daerah
PROGRAM
Persentase 61.86% PENGELOLAAN
Peningkatan PAD R PENDAPATAN
DAERAH
Kegiatan
Persentase Pajak 72.83Y% Pengelolaan
Daerah terhadap PAD o Pendapatan
Daerah

60




Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan/

Terkait Pencapaian Sasaran

Tidak Terkait Pencapaian Sasaran

Pengelolaan Retribusi
Daerah

Daerah dan Retribusi
Daerah

No Subkeaiatan P Kat Indikator Capaian (%) ) ) ] ) Keterangan
u eglg::ra:rang a Program Kegiatan Subkegiatan Program Kegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Dokumen Perencanaan
Rencanaan Pengelolaan 100,00% Pengelolaan Pajak
Pajak Daerah Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak 100,00% Pendaftaran Objek
Daerah, Subjek Pajak Pajak Daerah
dan Wajib Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil P
Pengolahan, engo_lahan,
Pemeliharaan dan 100,00% Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data Pe!aporan Basis Data
Pajak Daerah. Pajak Daerah

. . Penilaian Pajak Bumi dan
Jumlah Objek Pajak Bangunan Perdesaan dan
yang Disesuaikan NJOP 100,00% Perkgotaan (PBBP2) serta Bea
nya Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)

Jumlah Dokumen Hasil . .
Pelaksanaan Penagihan |  100,00% gggfg;\ha" Pajak
Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
Pemeriksaan serta Pemeriksaan ’dan
Pengendalian dan 100,00% P Paiak
Pengawasan Pajak engawasan raja
Daerah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan
Pengawasan 100,00% Pengelolaan Pajak

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 4 Program, 14
Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan. Semua program, kegiatan dan subkegiatan terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah.
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8. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah

Berikut disajikan table tindak lanjut atas rekomendasi hasil
evaluasi inspektorat daerah.

Tabel 3.8
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Inspektorat

Daerah
No Rekomendasi Inspektorat Daerah Tindak L?m"'t yang telah Keterangan
dilakukan

1 2 3 4
Dokumen Perencanaan kinerja agar lebih maksimal

1 memublikasikan tepat waktu dalam esr.menpan,go.id, yakni Telah ditindaklanjuti Tahun Telah di update di aplikasi
seluruh dokumen perencanaan baik Dokumen Perencanaan 2026 esr.menpan.go.id
Pokok maupun Perubahan
Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading

2 kinerja yang dimiliki dengan melihat adanya potensi Telah ditindaklanjuti Tahun
croscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain 2026
yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
Dokumen Laporan Kinerja yang telah dipublikasikan melalui
website https//: esr.menpan.go.id, selain itu agar . o

3 memaksimalkan memublikasikan dalam media lain (Surat Belumgillaléﬂ?:r;ari):bhkaQ
Kabar, dan Inovasi lainnya) yang memudahkan publik untuk
mengakses.
Agar menindaklanjui seluruh temuan hasil Evaluasi Telah ditindaklanjuti Tahun | Telah di update di aplikasi

4 akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dengan 2026 esr.menan.do.id
melampirkan bukti dukung dan diupload di esr.menpan.go.id ‘menpan.go.
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B. Realisasi Anggaran

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo
telah mencapai nilai melebihi target yang ditentukan. Evaluasi
telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan
capaian kinerja.

Sesuai dengan  substansinya maka akuntabiltasi
pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari
kebijakan, program, manajemen proses dan ketaatan terhadap
peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja
kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja
sesuai Renja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari pengukuran Kinerja Kegiatan dalam
suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja
kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja. Maka untuk target
dan realisasi dari anggaran dapat dicapai seperti tersebut pada
tabel 3.8 sebagai berikut:
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1. Realisasi Anggaran

Tabel. 3.8

Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo

No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

12.938.589.221

18.475.285.392

398.646.750

31.812.521.363

9.544.470.446

17.471.871.007

27.016.341.453

84,92%

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

44.801.000

44.801.000

44.620.400

44.620.400

99,60%

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

21.664.500

21.664.500

21.535.500

21.5635.500

99,40%

P kat Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

4,038.000

4,038.000

4.005.500

4.005.500

99,20%

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

6.837.000

6.837.000

6.830.500

6.830.500

99,90%

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

2.827.400

2.827.400

2.816.400

2.816.400

99,61%

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

2.609.800

2.609.800

2.608.200

2.608.200

99,94%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

3.045.000

3.045.000

3.045.000

3.045.000

100,00%

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

3.779.300

3.779.300

3.779.300

3.779.300

100,00%
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No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

12.938.589.221

65.467.500

0

0

0

0

13.004.056.721

9.544.470.446

65.224.420

0

0

0

0

9.609.694.866

73,90%

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

12.938.589.221

12.938.589.221

9.544.470.446

9.544.470.446

73,77%

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

58.205.000

58.205.000

58.016.000

58.016.000

99,68%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

4.851.000

4.851.000

4.821.000

4.821.000

99,38%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

2.411.500

2.411.500

2.387.420

2.387.420

99,00%

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

38.385.000

38.385.000

29.606.058

29.606.058

77,13%

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

12.700.000

12.700.000

12.065.058

12.065.058

95,00%

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

17.685.000

17.685.000

17.541.000

17.541.000

99,19%

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

8.000.000

8.000.000

0,00%

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

557.598.000

5§57.598.000

532.473.973

532.473.973

95,49%

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

15.050.500

15.050.500

14.389.000

14.389.000

95,60%

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

238.050.000

238.050.000

213.604.473

213.604.473

89,73%
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No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

304.497.500

304.497.500

304.480.500

304.480.500

99,99%

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

11.007.000

386.298.800

397.305.800

388.071.508

388.071.508

97,68%

Pengadaan Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

11.007.000

386.298.800

397.305.800

388.071.508

388.071.508

97,68%

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

17.352.229.892

17.352.229.892

16.047.947.541

16.047.947.541

92,48%

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

89.548.500

89.548.500

89.344.002

89.344.002

99,77%

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

16.932.123.392

16.932.123.392

15.641.434.872

15.641.434.872

92,38%

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

20.890.000

20.890.000

16.896.000

16.896.000

80,88%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

309.668.000

309.668.000

300.272.667

300.272.667

96,97%

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

405.797.000

12.347.950

418.144.950

363.927.107

363.927.107

87,03%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

72.692.000

72.692.000

41.026.819

41.026.819

56,44%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

108.930.000

108.930.000

102.183.494

102.183.494

93,81%

66




No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

185.885.000

12.347.950

198.232.950

189.335.294

189.335.294

95,51%

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

38.290.000

38.290.000

31.381.500

31.381.500

81,96%

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

3.141.488.978

5.026.657.361

6.916.418.500

205.890.152.100

220.974.716.939 0

2.997.266.878

663.440.000

6.701.978.800

190.714.113.665

201.076.799.34
3

91,00%

Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

1.769.180.500

1.769.180.500 0

1.690.004.769

1.690.004.769

95,52%

Koordinasi dan
Penyusunan KUA dan
PPAS

34.547.000

34.547.000

33.974.065

33.974.065

98,34%

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

34.547.000

34.547.000

33.989.366

33.989.366

98,39%

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

17.915.400

17.915.400

16.992.900

16.992.900

94,85%

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

56.519.100

556.519.100

56.377.200

56.377.200

99,74%

Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

746.457.000

746.457.000

718.718.765

718.718.765

96,28%

Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

755.029.000

755.029.000

715.535.420

715.535.420

94,77%

Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

115.997.000

115.997.000

106.268.872

106.268.872

91,61%
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No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Pendapatan

1.926.500

1.926.500

1.916.284

1.916.284

99,47%

Pembinaan
Perencanaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

7.242.500

7.242.500

7.231.897

7.231.897

99,85%

Koordinasi dan

Pengelolaan

Daerah

867.806.200

867.806.200

820.461.914

820.461.914

94,54%

Per

Penyiapan,
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

10.101.000

10.101.000

9.448.500

9.448.500

93,54%

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

331.203.000

331.203.000

312.450.314

312.450.314

94,34%

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas
SP2D dengan Instansi
Terkait

88.472.500

88.472.500

88.409.600

88.409.600

99,93%

Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

38.044.000

38.044.000

30.491.500

30.491.500

80,15%

Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

399.985.700

399.985.700

379.662.000

379.662.000

94,92%

68




No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

432.549.578

432.549.578

421.306.640

421.306.640

97,40%

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban

28.902.000

28.902.000

24.519.590

24.519.590

84,84%

Koordinasi
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran

10.236.878

10.236.878

9.501.100

9.501.100

92,81%

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

256.629.100

256.629.100

256.269.586

256.269.586

99,86%

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

115.588.900

115.588.900

111.315.264

111.315.264

96,30%

Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaten/Kota

21.192.700

21.192.700

19.701.100

19.701.100

92,96%

Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

5.026.657.361

6.916.418.500

205.890.152.100

217.833.227.961

663.440.000

6.701.978.800

190.714.113.665

198.079.532.46
5

90,93%
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No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Analisis Perencanaan
dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

205.890.152.100

205.890.152.100

190.714.113.665

190.714.113.66
5

92,63%

Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak

5.026.657.361

5.026.657.361

663.440.000

663.440.000

13,20%

Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota

6.916.418.500

6.916.418.500

6.701.978.800

6.701.978.800

96,90%

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan
Daerah

71.952.700

71.952.700

65.493.555

65.493.555

91,02%

Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah

71.952.700

71.952.700

65.493.555

65.493.555

91,02%

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

766.632.966

195.000.000

961.632.966

431.059.518

431.059.518

44,83%

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

766.632.966

195.000.000

961.632.966

431.059.518

431.059.518

44,83%

Penyusunan Standar
Harga

20.098.800

20.098.800

19.071.800

19.071.800

94,89%

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

7.252.500

7.252.500

7.252.500

7.252.500

100,00%

Pengamanan Barang
Milik Daerah

301.633.200

301.633.200

96.401.046

96.401.046

31,96%

Penilaian Barang Milik
Daerah

6.629.500

6.629.500

3.360.000

3.360.000

50,68%

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

130.969.600

130.969.600

36.430.600

36.430.600

27,82%

Rekonsiliasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

5.782.500

5.782.500

5.782.500

5.782.500

100,00%

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

294.266.866

195.000.000

489.266.866

262.761.072

262.761.072

53,71%
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No

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Tidak
Terduga

Belanja Bagi
Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja
Modal

Total Belanja

Capaian

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

0

3.770.450.600

0

0

0

0

3.770.450.600

0

3.713.721.873

0

0

0

0

3.713.721.873

98,50%

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

0

3.770.450.600

0

0

0

0

3.770.450.600

0

3.713.721.873

0

0

0

0

3.713.721.873

98,50%

Perencanaan
Pengelolaan Pajak
Daerah

47.515.800

47.515.800

41.130.910

41.130.910

86,56%

Pendataan dan
Pendaftaran Objek
Pajak Daerah

72.800.000

72.800.000

71.733.861

71.733.861

98,54%

Pengolahan,
Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

94.930.700

94.930.700

81.072.700

81.072.700

85,40%

Penilaian Pajak Bumi
dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2)
serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

2.215.206.700

2.215.206.700

2.208.917.301

2.208.917.301

99,72%

Penagihan Pajak
Daerah

883.426.200

883.426.200

883.304.200

883.304.200

99,99%

Pengendalian,
Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak
Daerah

231.530.500

231.530.500

202.680.101

202.680.101

87,54%

Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah

225.040.700

225.040.700

224.882.800

224.882.800

99,93%

Jumlah

12.938.589.221

26.153.857.936

5.026.657.361

6.916.418.500

205.890.152.100

593.646.750

257.519.321.868

9.544.470.446

24.613.919.276

663.440.000

6.701.978.800

190.714.113.665

232.237.922.18
7

90,18%

Analisis akuntabilitas kinerja BPKPD tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan
pendapatan daerah. Pencapaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat kedalam yakni mendukung
tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan
daerah dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.
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2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah

Rasio belanja Badab pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap sasaran strategis perangkat daerah sebagai

berikut:
Tabel. 3.9
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait A Tahun 2025 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat nggaran fahun TIDAK terkait Langsung dengan nggaran fahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya akuntabilitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 penyelenggaraan pemerintahan bidang Daerah Kabupaten/Kota 31.812.521.363 27.016.341.453 0 0
keuangan, aset dan pendapatan daerah P
Pgren_canaan, Penganggaran, dan Evaluasi 44.801.000 44.620.400 0 0
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 21.664.500 21,535 500
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 4.038.000 4.005.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 6.837.000 6.830.500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.827.400 2.816.400
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Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait

Anggaran Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang

A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat TIDAK terkait Langsung dengan nggaran Tahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD 2.609.800 2.608.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.045.000 3.045.000
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.779.300 3.779.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.004.056.721 9.609.694.866 0 0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.938.589.221 9.544.470.446
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.205.000 58.016.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.851.000 4821000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2.411.500 2.387.420
Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat 38.385.000 20.606.058 0 0
Daerah R R
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Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang

A Tahun 2025 A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat nggaran fahun TIDAK terkait Langsung dengan nggaran Tahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 12.700.000 12.065.058
Kelengkapannya U e
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 17.685.000 17.541.000
Kepegawaian R o
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 8.000.000 0
Perundang-Undangan R
Administrasi Umum Perangkat Daerah 557.598.000 532.473.973 0 0
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.050.500 14.389.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 238.050.000 213.604.473
Terlaksananya Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD 304.497.500 304.480.500
Pengadaan Ba_rang Milik Daerah Penunjang 397.305.800 388.071.508 0 0
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana 397 305.800 388.071.508
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya e o
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Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang

A Tahun 2025 A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat nggaran fahun TIDAK terkait Langsung dengan nggaran Tahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 17.352.229.892 16.047.947.541 0 0
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 89.548.500 89.344.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 16.932.123.392 15.641.434.872

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan 20.890.000 16.896.000

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 309.668.000 300.272.667

Kantor
Pemell_haraan Barang Mlll!( Daerah 418.144.950 363.927.107 0 0
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemehharaan: dan Pajak Kendaraan' 72,692,000 41.026.819

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemellharaaq, Pajak dan_Penzman 108.930.000 102.183.494

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemehharaan/Rehabllltaﬂ Gedung Kantor 198.232.950 189.335.294

dan Bangunan Lainnya
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Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang

A Tahun 2025 A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat nggaran fahun TIDAK terkait Langsung dengan nggaran Tahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 38.290.000 31.381.500
Lainnya

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
2 Keuangan dan Aset Daerah DAERAH 220.974.716.939 201.076.799.343 0 0
Koordinasi dan Penyusunan Rencana 1.769.180.500 1.690.004.769 0 0

Anggaran Daerah

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan

PPAS 34.547.000 33.974.065
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

KUA dan Perubahan PPAS 34.547.000 33.989.366
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi

DPA-SKPD 17.915.400 16.992.900
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi

Perubahan DPA-SKPD 55.519.100 55.377.200
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Peraturan 746.457.000 718.718.765
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD dan 755.029.000 715.535.420

Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
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No

Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait
Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat
Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang
TIDAK terkait Langsung dengan
Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang Anggaran

115.997.000

106.268.872

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pendapatan

1.926.500

1.916.284

Pembinaan Perencanaan Penganggaran
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

7.242.500

7.231.897

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

867.806.200

820.461.914

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

10.101.000

9.448.500

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

331.203.000

312.450.314

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi
Terkait

88.472.500

88.409.600

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

38.044.000

30.491.500
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No

Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait
Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat
Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang
TIDAK terkait Langsung dengan
Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu Realisasi

Keterangan

2

3

4

5

6

7 8

9

Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota

399.985.700

379.662.000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

432.549.578

421.306.640

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewaijiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

28.902.000

24.519.590

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

10.236.878

9.501.100

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

256.629.100

256.269.586

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

115.588.900

111.315.264

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

21.192.700

19.701.100
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Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait A Tahun 2025 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat nggaran fahun TIDAK terkait Langsung dengan nggaran Tahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penunjang Urusan Kewenangan 217.833.227.961 198.079.532.465 0 0
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran 205.890.152.100 190.714.113.665
Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.026.657.361 663.440.000
Pengelolaan Dana bagi Hasil 6.916.418.500 6.701.978.800
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup 71.952.700 65.493.555 0 0
Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Bidang 71.952.700 65.493.555
Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH 961.632.966 431.059.518 0 0
Pengelolaan Barang Milik Daerah 961.632.966 431.059.518 0 0
Penyusunan Standar Harga 20.098.800 19.071.800
Penyusunlaln Perencanaan Kebutuhan 7,952 500 7252 500
Barang Milik Daerah
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Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang

A Tahun 2025 A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat nggaran fahun TIDAK terkait Langsung dengan nggaran Tahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengamanan Barang Milik Daerah 301.633.200 96.401.046
Penilaian Barang Milik Daerah 6.629.500 3.360.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 130.969.600 36.430.600
Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah 5.782.500 5.782.500
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 489.266.866 262.761.072

3 | Meningkatnya Kemandirian Fiskal PO ORI PENGELOLAAN PENDAPATAN 3.770.450.600 3713721873 0 0

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.770.450.600 3.713.721.873 0 0

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 47.515.800 41.130.910
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak 72.800.000 71.733.861
Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 94.930.700 81.072.700
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Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang

A Tahun 2025 A Tahun 2025
No Sasaran Strategis Perangkat Daerah Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat nggaran fahun TIDAK terkait Langsung dengan nggaran Tahun Keterangan
Daerah Jumlah Pagu Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 2.215.206.700 2:208.917.301
Bangunan (BPHTB)
Penagihan Pajak Daerah 883.426.200 883.304.200
Pengendalian, P_emenksaan dan 231 530,500 202.680.101
Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 225.040.700 224.882.800
Daerah

Berdasarkan tabel diatas rasio belanja yang terkait dengan Sasaran rasio 100% dan rasio belanja yang tidak
terkait dengan Sasaran rasio 0%. Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah dalam mendukung tercapai
visi misi kabupaten wajo rasio belanja yang terkait dengan sasaran lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja
yang tidak terkait dengan sasaran.
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3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD

Tabel. 3.10

Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

N Sasaran Strategis RPD Kabupaten Program/ Kelzgiatanl Subkegiatan Anggaran Tahun 2025 Program/ Kegiatan/. Subkegiatan Anggaran Tahun 2025
o Waio Tahun 2025-2026 yang terkait Langsung dengan yang TIDAK terkait Langsung Keterangan
y Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi dengan Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan
1 | yang Berkinerja Tinggi dan PROGRAM PENGELOLAAN 220.974.716.939 201.076.799.343 | Pemerintahan Daerah 31.812.521.363 27.016.341.453
KEUANGAN DAERAH
Akuntabel Kabupaten/Kota
(INDIKATOR : (1).Nilai /
Predikat SAKIP Kabupaten, Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan
(2).0pini BPK terhadap laporan Rencana Anggaran Daerah 1.769.180.500 1.690.004.769 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.801.000 44.620.400
keuangan daerah)
Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen
34.547.000 33.974.065 Perencanaan Perangkat 21.664.500 21.535.500
KUA dan PPAS
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan
Perubahan KUA dan 34.547.000 33.989.366 Penyusunan Dokumen 4.038.000 4.005.500
Perubahan PPAS RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan Koordinasi dan
dan Verifik;asi DPA-SKPD 17.915.400 16.992.900 Penyusunan Dokumen 6.837.000 6.830.500
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan Koordinasi dan
dan Verifikasi Perubahan 55.519.100 55.377.200 Penvusunan DPA-SKPD 2.827.400 2.816.400
DPA-SKPD y
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Koordinasi dan Penyusunan
APBD dan Peraturan Kepala 746.457.000 718.718.765 Perubahan DPA S%PD 2.609.800 2.608.200
Daerah tentang Penjabaran erubahan UFA-
APBD
Koordinasi dan Penyusunan o
Koordinasi dan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Penyusunan Laporan
755.029.000 715.535.420 Capaian Kinerja dan 3.045.000 3.045.000
Peraturan Kepala Daerah . S
; Ikhtisar Realisasi Kinerja
tentang Penjabaran SKPD
Perubahan APBD

82




Sasaran Strategis RPD Kabupaten Program/ Kelzgiatanl Subkegiatan Anggaran Tahun 2025 Program/ Kegiatanl. Subkegiatan Anggaran Tahun 2025
No Waio Tahun 2025-2026 yang terkait Langsung dengan yang TIDAK terkait Langsung Keterangan
! Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi dengan Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Kineria
Regulasi serta Kebijakan 115.997.000 106.268.872 ) 3.779.300 3.779.300
) Perangkat Daerah
Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan 1,926,500 1.916.284 Administrasi Keuangan 13.004.056.721 9.609.694.866
Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
Pembinaan Perencanaan Penvediaan Gaii dan
Penganggaran Daerah 7.242.500 7.231.897 Y I 12.938.589.221 9.544.470.446
. Tunjangan ASN
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Koordinasi dan Pengelolaan 867.806.200 820.461.914 Penatausahaan dan 58.205.000 58.016.000
Perbendaharaan Daerah Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Penyiapan, Pelaksanaan Koordinasi dan
Pengendalian dan Penyusunan Laporan
Penerbitan Anggaran Kas 10.101.000 9.448.500 Keuangan Akhir Tahun 4.:851.000 4.821.000
dan SPD SKPD
Koordinasi, Fasilitasi, L
) S o Koordinasi dan
Asistensi, Sinkronisasi, Penyusunan Laporan
Supenvisi, Monitoring dan 331.203.000 312.450.314 Keuangan Bulanan/ 2411500 2.387.420
Evaluasi Pengelolaan Dana ;
’ Triwulanan/ Semesteran
Perimbangan dan Dana
. SKPD
Transfer Lainnya
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta 88.472.500 88,409,600 Administrasi Kepegawaian 38.385.000 29.606.058
Pemungutan dan Perangkat Daerah
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan Pengadaan Pakaian Dinas
dan Pengeluaran Kas serta 38.044.000 30.491.500 beserta Atribut 12.700.000 12.065.058
Penatausahaan dan Kelengkapannya
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
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N Sasaran Strategis RPD Kabupaten Program/ Kelzgiatanl Subkegiatan Anggaran Tahun 2025 Program/ Kegiatanl. Subkegiatan Anggaran Tahun 2025
o Wajo Tahun 2025-2026 yang terkait Langsyng dengan — yang TIDAK terkait Lapgsung — Keterangan
Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi dengan Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembinaan Penatausahaan Pendataan dan
Keuangan Pemerintah 399.985.700 379.662.000 Pengolahan Administrasi 17.685.000 17.541.000
Kabupaten/Kota Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Akuntansi dan Pelaporan 432.549.578 421.306.640 Implementasi Peraturan 8.000.000 0
Keuangan Daerah Perundang-Undangan
Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Administrasi Umum Perangkat
Pendapatan, Belanja, 28.902.000 24.519.590 D 557.598.000 532.473.973
Pembiayaan, Pendapatan- aerah
yaan, p
LO dan Beban
Koordinasi Penyusunan
Laporan Penyediaan Komponen
Pertanggungjawaban Instalasi
Pelaksanaan APBD 10.236.878 9:501.100 Listrik/Penerangan 15.050.500 14.389.000
Bulanan, Triwulanan dan Bangunan Kantor
Semesteran
Eonsolidas;lkaPpJSraénLUD Penyelenggaraan Rapat
de“anga” ' 256.629.100 256.269.586 Koordinasi dan Konsultasi 238.050.000 213.604.473
an Laporan Keuangan SKPD
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Terlaksananya
Eab“pa‘e"/ Kota dan 115.588.900 111.315.264 Penatausahaan 304.497.500 304.480.500
ancangan Peraturan Arsip Dinamis pada
Kepala Daerah tentang SKPD
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
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N Sasaran Strategis RPD Kabupaten Program/ Kelzgiatanl Subkegiatan Anggaran Tahun 2025 Program/ Kegiatanl. Subkegiatan Anggaran Tahun 2025
o Wajo Tahun 2025-2026 yang terkait Langsung dengan yang TIDAK terkait Langsung Keterangan
Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi dengan Sasaran Strategis RPJMD Jumlah Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
gggb(':;in d/;l:untansu Pengadaan Barang Milik
P . 21.192.700 19.701.100 Daerah Penunjang Urusan 397.305.800 388.071.508
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota
P . Pengadaan Sarana dan
enunjang Urusan Prasarana Gedung
Kewenangan Pengelolaan 217.833.227.961 198.079.532.465 397.305.800 388.071.508
Kantor atau Bangunan
Keuangan Daerah Lai
ainnya
Analisis Perencanaan dan . .
Penyaluran Bantuan 205.890.152.100 190.714.113.665 Penyediaan Jasa Penunjang 17.352.229.892 16.047.947.541
K Urusan Pemerintahan Daerah
euangan
Pengelolaan Dana Darurat 5.026.657 361 663.440.000 Penyediaan Jasa Surat 89.548.500 80,344,002
dan Mendesak Menyurat
Pengelolaan Dana bagi Penyediaan Jasa
b 6.916.418.500 6.701.978.800 Komunikasi, Sumber 16.932.123.392 15.641.434.872
Hasil Kabupaten/Kota ) L
Daya Air dan Listrik
Pengelolaan Data dan )
Implementasi Sistem Penyediaan Jasa
. . 71.952.700 65.493.555 Peralatan dan 20.890.000 16.896.000
Informasi Pemerintah Daerah
. Perlengkapan Kantor
Lingkup Keuangan Daerah
Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem Penvediaan Jasa
Informasi Pemerintah 71.952.700 65.493.555 y 309.668.000 300.272.667
) Pelayanan Umum Kantor
Daerah Bidang Keuangan
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 418.144.950 363.927.107
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak 72.692.000 41.026.819
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
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No

Sasaran Strategis RPD Kabupaten
Wajo Tahun 2025-2026

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
yang terkait Langsung dengan
Sasaran Strategis RPJMD

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
yang TIDAK terkait Langsung
dengan Sasaran Strategis RPJMD

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

108.930.000

102.183.494

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

198.232.950

189.335.294

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

38.290.000

31.381.500

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

961.632.966

431.059.518

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

961.632.966

431.059.518

Penyusunan Standar
Harga

20.098.800

19.071.800

Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah

7.252.500

7.252.500

Pengamanan Barang
Milik Daerah

301.633.200

96.401.046

Penilaian Barang Milik
Daerah

6.629.500

3.360.000

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

130.969.600

36.430.600
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No

Sasaran Strategis RPD Kabupaten
Wajo Tahun 2025-2026

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
yang terkait Langsung dengan
Sasaran Strategis RPJMD

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu

Realisasi

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
yang TIDAK terkait Langsung
dengan Sasaran Strategis RPJMD

Anggaran Tahun 2025

Jumlah Pagu Realisasi

Keterangan

2

3

4

5

6

7 8

9

Rekonsiliasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

5.782.500 5.782.500

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

489.266.866 262.761.072

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

3.770.450.600 3.713.721.873

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah

3.770.450.600 3.713.721.873

Perencanaan
Pengelolaan Pajak
Daerah

47.515.800 41.130.910

Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah

72.800.000 71.733.861

Pengolahan,
Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

94.930.700 81.072.700

Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

2.215.206.700 2.208.917.301

Penagihan Pajak Daerah

883.426.200 883.304.200

Pengendalian,
Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak
Daerah

231.530.500 202.680.101

Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

225.040.700 224.882.800
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Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mendukung tercapainnya sasaran
RPJMD yang berkaitan dengan keuangan rasio Belanja yang terkait dengan
sasaran lebih besar dengan rasio 86.58% dari Belanja yang tidak terkait
dengan sasaran dengan rasio 13.42%.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah
yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur secara
teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo
Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dalam pencapaian misi
dan tujuan instansi pemerintah. Laporan kinerja ini memuat
pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan
kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2025 yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi
program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi
kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III, maka dapat
disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Wajo tahun 2025 secara keseluruhan berhasil meskipun masih
ada beberapa indikator yang belum dinilai karena dinilai oleh
pihak eksternal. Harapan kami bahwa dari hasil pengukuran
kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan
datang.

B. Saran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Wajo belajar dari penyusunan LKjIP tahunan merasa perlu
memuat saran untuk stakeholder LKjIP Perangkat Daerah untuk
perbaikan kualitas LKjIP sehingga data dan informasi yang
tertuang pada LKjIP Perangkat Daerah dapat dinilai untuk
menjadi dasar kebijakan dan strategi ke depan. Saran dimaksud
antara lain:

1. Bahwa data capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja adalah
akumulasi dari capaian kinerja Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
sendiri dievaluasi per bulan, per triwulan, dan per semester.
Di dalamnya juga terekam faktor penghambat dan pendorong
atas capaian kinerja Program dan Kegiatan. Seluruh data
tersebut akan menjadi acuan data dan informasi yang
terangkum dalam LKjIP. Oleh karena itu, untuk memudahkan
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perekaman data tersebut dan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektifitas penyusunan LKjIP Perangkat Daerah, evaluasi
capaian indikator kinerja Subkegiatan sampai dengan Sasaran
sebaiknya terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.
Sehingga perubahan dan penyesuaian yang dilakukan pada
penganggaran maupun perencanaan kinerja dapat terekam.

. Perlunya peningkatan kualitas koordinasi semua stakeholder
sejak tahap penyusunan sampai penetapan indikator kinerja
Perangkat Daerah.

WY FPALLAWARUKKA,S.IP.,M.A.P

f \&@@ Pémbina Utama\lviu%a, IV/c
T=NfP. 19700815 199003 1 003
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LAMPIRAN



Tujuan/Masalah yang

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum diselesaikan
Peraturan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan
- No. 14 Tahun 2025 tentang .
1 Kabupaten Wajo Nomor 7 Belanja Daerah Tahun
Tahun 2025 Pedoman Penyusunan APBD A 2026
anun Tahun 2026 nggaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Peniabaran Ansearan
Peraturan Bupati Wajo No. 14 Tahun 2025 tentang J 8 .
2 Pendapatan dan Belanja
Nomor 43 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan APBD
Daerah Tahun Anggaran 2026
Tahun 2026
Peraturan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan
- No. 15 Tahun 2024 tentang .
3 Kabupaten Wajo Nomor 8 Belanja Daerah Tahun
Tahun 2024 Pedoman Penyusunan APBD Anggaran 2025
Tahun 2025 88
Peraturan Menteri Dalam Negeri Peniabaran Ansearan
Peraturan Bupati Wajo No. 15 Tahun 2024 tentang J g8 .
4 Pendapatan dan Belanja
Nomor 63 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan APBD
Daerah Tahun Anggaran 2025
Tahun 2025
. . Pedoman Penyusunan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Keria dan Aneearan
5 Surat Edaran Nomor No. 15 Tahun 2024 tentang Satuan Kerj aJ Perangk ig
900.1.1.4/ 1254/ BPKPD Pedoman Penyusunan APBD Daerah (RKA SKPD) Tahun
Tahun 2025
Anggaran 2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri
6 Peraturan Bupati Wajo No. 15 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja
Nomor 44 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan APBD Tahun ANggaran 2025
Tahun 2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Keputusan Bupati Wajo Pengelompokan Kemmapuan
7 Nomor :44.2/XI/Tahun Keuangan Daerah serta Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah
2024 Pelaksanaan
danPertanggungjawaban Dana
Operasional
- Undang-Undang Nomor 23 Pertanesungiawaban
Peraturan Daerah Tahun 2014 Pasal 320 ggung)
- Pelaksanaan Anggaran
8 Kabupaten Wajo Nomor 2 ayat (1) .
. Pendapatan dan Belanja
Tahun 2025 - Peraturan Pemerintah Nomor Daerah Tahun Angearan 2024
12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (4) &8
- Undang-Undang Nomor 23 Penjabaran
Peraturan Bupati Wajo Tahun 2014 Pasal 320 Pertanggungjawaban
9 Nomor 31 Tahun 2025 ayat (1) Pelaksanaan Anggaran
- Peraturan Pemerintah Nomor Pendapatan dan Belanja
12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (4) | Daerah Tahun Anggaran 2024
10 Peraturan Bupati Wajo Peraturan Pemerintah Nomor 71 Sistem Akuntansi Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2025 Tahun 2010 Daerah
Keputusan Bupa.ltl Wajo Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) Pembentukan Tim Penyusunan
16 nomor : 550.1/vi/tahun Permendagri Nomor 86 Tahun .
Renja BPKPD Tahun 2025
2025 2017
Keputusan Bupati Wajo . Pembentukan Tim Penyusunan
17 | Nomor : 373/1l/Tahun | F2sal 108 hurufa Permendagri | pep\g¢rn BPKPD Tahun 2025-
Nomor 86 Tahun 2017
2025 2029
Keputusan Bupati Wajo Pasal 15 aya.t (1) dan Pasal 125 Pembentukan Tim Penyusunan
18 Nomor : 372/1II/Tahun Permendagri Nomor 86 Tahun .
Renja BPKPD Tahun 2026
2025 2017
Keputusan Bupati Wajo Pasal 15 aya_t (1) dan Pasal 125 Pembentukan Tim Penyusunan
19 Nomor : 000/XII/Tahun Permendagri Nomor 86 Tahun .
Renja BPKPD Tahun 2027
2025 2017
Peraturan Bupati Wajo Nomor 50 gefnieéltukadTimBoPtimahsaSSikt
. . aja. umi dan bangunan Sektor
20 Keputusan Bupati Wajo Tahun 2024 tentang Tata Cara Perdesaan dan Perkotaan Lingkup

Nomor : 52/1/ITahun 2025

Pemungutan Pajak Daerah dan
Reribusi Daerah

BPKPD Kab.Wajo Tahun Anggaran
2025




Tujuan/Masalah yang

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum diselesaikan
Penetapan Petugas Unit
Peraturan Bupati Wajo Nomor 50 Pelaksana ’I"eknls Dgerah dan
. . Kolektor Pajak Bumi dan
Keputusan Bupati Wajo Tahun 2024 tentang Tata Cara
21 . Bangunan Perdesaan dan
Nomor : 53/1/ITahun 2025 | Pemungutan Pajak Daerah dan K 1
Reribusi Daerah Perkotaan pada Empat Belas
Kecamatan di Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Bupati Wajo Nomor
14 Tahun 2011 tentang Penetapatan Tahapan
Pemberian Insentif Pajak Daerah | Penerimaan dan Besaran
Keputusan Bupati Waio Retribusi Daerah -Peraturan Insentif Pajak Bumi dan
22 Nomrc))r . 54/1 /ITI:\hun 23)2 5 Bupati Wajo Nomor 58 Tahun Bangunan Perdesaan dan
’ 2024 tentang Penjabaran Perkotaan Pemerintah
Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Wajo Tahun
Belanja Daerah Tahun Anggaran | Anggaran 2025
2025
Peraturan Bupati Wajo Npmor 58 Penetapatan Tahapan Biaya
. . Tahun 2024 tentang Penjabaran .
Keputusan Bupati Wajo Antar Surat Pemberitahuan
23 . Anggaran Pendapatan dan .
Nomor : 55/1/ITahun 2025 . Pajak Terutang se Kabupaten
Belanja Daerah Tahun Anggaran -
Wajo Tahun Anggaran 2025
2025
Penetapan Pemberian
Penghargaan Bagi Kecamatan.
Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 | Desa/Kelurahan, UPTD Pajak
Keputusan Bupati Wajo Tahun 2024 tentang Penjabaran | Bumi dan Bangunan
24 Nomor : 723 /XII/ITahun Anggaran Pendapatan dan Perdesaan dan Perkotaan dan
2025 Belanja Daerah Tahun Anggaran | Kolektor atas Pengelolaan
2025 Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Tahun Anggaran 2025
Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 11 Tahun 2018 .
Penunjukan dan Penetapan
tentang Pedoman Pengelolaan Besaran Honorarium
Keputusan Bupati Wajo Barang Milik Daerah. Pengelola .
. Narasumber Kegiatan
25 | Nomor : 648.1 / X / Tahun | Barang, Pengguna Barang dan T
- Sosialisasi Pengamanan
2025 Kuasa Pengguna Barang wajib o
Barang Milik Daerah Tahun
melakukan pengamanan barang Angearan 2025
milik daerah yang berada dalam g8
penguasaannya
Pasal 325 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, Penilaian
barang milik daerah dilakukan
Keputusan Bupati Wajo dalam rangka‘penyusunan Pembentukan Pgmtla Pen‘ak‘su
) neraca pemerintah daerah, Harga pada Kegiatan Penilaian
26 Nomor : 76 /I / Tahun 3 i
2025 pemanfaatan atau Barang Milik Daerah Tahun
pemindahtanganan, penetapan Anggaran 2025
nilai barang milik daerah dalam
rangka penyusunan necara
pemerintah daerah dilakukan
dengan berpedoman pada
Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pembentukan Tim Pelaksana
Keputusan Bupati Wajo Daerah dan Berdasarkan Peraturan - o
27 | Nomor: 410 /III / Tahun | Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 ienju&}lanfgrang}ll\/&l{hl; Daerah
2025 Tahun 2018 tentang Pedoman emerlnta aera abupaten
Pengelolaan Barang Milik Daerah Wajo Tahun Anggaran 2025
Pasal 103 ayat (1) dan (2), pasal 104
ayat (1) dan (2), pasal 105 ayat (1)
Pasal 329 ayat (1) dan(2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 20216 tentang Pedoman Pembentukan Tim Teknis
Pengelolaan Barang Milik - Kegiatan Optimalisasi
Keputusan Bupati Wajo NegartgéDszr_ah, 1Biran§ milik daerah | penoounaan, Pemanfaatan,
28 Nomor : 29 /I / Tahun yang ticax diperiusan bagl Pemindahtanganan,

2025

penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah dapat dipindahtangankan dan
bentuk pemindatanganan barang
milik daerah meliputi : penjualan,
tukar menukar, hibah dan
penyertaan modal

Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah Tahun Anggaran 2025




Kebijakan Strategis

Dasar Hukum

Tujuan/Masalah yang
diselesaikan

29

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 27 / 1/ Tahun
2025

Pasal 296 ayat (1) dan (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, Pengelola
barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang wajib
melakukan pengamanan yang
berada dalam penguasaannya.

Pembentukan Tim Teknis
Kegiatan Pengamanan Barang
Milik Daerah Tahun Anggaran
2025

30

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 28 /I / Tahun
2025

Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan
Barang Milik Daerah, objek
pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan BMD

Pembentukan Tim Teknis
Kegiatan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah Tahun
Anggaran 2025

31

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 30 / I/ 2025

Pasal 1 ayat (30) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah
disingkat RKBMD, adalah
dokumen perencanaan
kebutuhan barang milik daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;
dan Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 20216 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah,
perencanaan kebutuhan barang
milik daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang
milik daerah yang ada,
perencanaan barang milik
daerah dapat mencerminkan
kebutuhan riil barang milik
daerah pada SKPD sehingga
dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan RKBMD

Pembentukan Tim Teknis
Kegiatan Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah Tahun
Anggaran 2025

32

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 31 /I / Tahun
2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 11 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah Pasal 21
Ayat (2), Ayat (5) dan Ayat (6)
Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah berpedoman pada
Standar Harga, Standar Harga
sebagaimana dimaksuk Ayat (2)
hurf ¢ yaitu besaran harga yang
ditetapkan sebagai acuan
pengadaan Barang Milik Daerah
dalam perencanaan kebutuhan

Pembentukan Tim Teknis
Kegiatan Penyusunan Standar
Harga Tahun Anggaran 2025

33

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 650.1 /X /
Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan
Tunjangan kepada Pejabat atau
Pegawai Pelaksana Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 870), Peraturan ini
memberikan pedoman umum tentang
pemberian insentif dan tunjangan
kepada pejabat atau pegawai yang
bertanggung jawab atas pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD)

Penetapan Honorarium
Pengurus Barang Pengguna
Perangkat Daerah Kabupaten
Wajo Tahun Anggaran 2025




Kebijakan Strategis

Dasar Hukum

Tujuan/Masalah yang
diselesaikan

34

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 411 /III / Tahun
2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 11 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah Pasal 103
ayat (1) dan (2), pasal 104 ayat
(1) dan (2), pasal 105 ayat (1)

Penetapan Pejabat Penjual
terhadap Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten
Wajo Tahun Anggaran 2025

35

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 557.1 / VI/
Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 350);

Penetapan Standar Satuan
Harga Barang Tahun 2026

36

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 586.1 / VIII /
Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah; Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo Nomor
11 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Penghapusan Barang
Inventaris Milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025

37

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 26 /I / Tahun
2025

Pasal 1 ayat (24) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan
Barang Milik Daerah,
Rekonsiliasi adalah kegiatan
pencocokan data transaksi
keuangan dengan transaksi
pembukuan BMD berdasarkan
dokumen sumber yang sama

Pembentukan Tim Teknis
Kegiatan Rekonsiliasi Dalam
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah Tahun Anggaran
2025

38

Keputusan Bupati Wajo
Nomor : 25 / 1/ Tahun
2025

Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab I huruf G angka 10 dan
angka 15

Penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) pada
Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Kab.Wajo




Tujuan/Masalah yang

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum diselesaikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat
Keputusan Bupati Wajo Penyelesaian Tuntutan Ganti Majelis Pertimbangan
) Kerugian Daerah Terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah
39 Nomor : 63/ 1/ Tahun - . S .
2025 Pegawai Negeri Buk.an ' di Lingkungan Pemerlqtah
Bendahara Atau Pejabat Lain Daerah Kabupaten Wajo
(Berita Negara Republik Tahun 2025 Kabupaten Wajo
Indonesia Tahun 2019 Nomor
161.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2018 tentang X
. . Penyelesaian Tuntutan Ganti Pembentu.kan Tim .
Keputusan Bupati Wajo Kerugian Daerah Terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah
40 Nomor : 62 /1 / Tahun Pegawai Negeri Bukan di Lingkungan Pemerin.tah
2025 Bendahara Atau Pejabat Lain Daerah Kabupaten Wajo
(Berita Negara Republik Tahun 2025
Indonesia Tahun 2019 Nomor
161.
Lampiran Peraturan Menteri
Keputusan Bupati Wajo Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Penetapan Bendahara
A 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeluaran Pembantu
41 | Nomor: 636/ IX / Tahun Pengelol K D h Linekub Di P d
2025 gelolaan Keuangan Daeral ingkup Dinas Pemuda
Bab I huruf G angka 10 dan Olahraga dan Pariwisata
angka 15
Lampiran Peraturan Menteri
Keputusan Bupati Wajo Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Penetapan Bendahara
X 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeluaran Pembantu
42 Nomor : 555 /VI/ Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Dinas Pendidikan dan
2025
Bab I huruf G angka 10 dan Kebudayaan
angka 15
Peraturan Pemerintah Nomor 12
Keputusan Bupati Wajo Tahun 2019 tentang Pengelolaan
. Keuangan Daerah,Pasal 7 Penetapan Besaran Tunjangan
43 Nomor : 137/ 1/ Tahun sampai d Pasal 16 P lola K ASN
2025 npai dengan Pasa tentang engelola Keuangan
“Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah SKPD”.
. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Penetapan Penerima dan
Keputusan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan
44 Nomor : 684/XI/ Tahun Pedoman Teknis Pengelolaan Khusus Kepada Pemerintah
2025 Keuangan Daerah Desa untuk Pembangunan
Kantor Desa
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Wajo Peraturan Presiden Nomor 33 Perubahan Penetapan Besaran
45 | Nomor : 655.1/ X/ Tahun | Tahun 2020 tentang Standar Tunjangan Pengelola Keuangan
2025 Harga Satuan Regional, ASN
Lampiran I.I.1.1. Honorarium
Penanggung Jawab Pengelola
Keuangan.
Lampiran Peraturan Menteri
Keputusan Bupati Wajo QDC?;)HECTEES; g:é?)?;:JT’I;:fS;: Perubahan Penetapan
46 Nomor : 374 /III/ Tahun Bendahara Pengeluaran
Pengelolaan Keuangan Daerah
2025 Bab I huruf G angka 10 dan Pembantu Kelurahan
angka 15
Lampiran Peraturan Menteri
Keputusan Bupati Wajo gé%nieiiiiz §§£$a17T’1;i}r111;: Penetapan Nomor Rekening
47 Nomor : 513.1 /V / Penerimaan dan Pengeluaran

Tahun 2025

Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab I huruf G angka 10 dan
angka 15

Pemda




Tujuan/Masalah yang

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum diselesaikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547) sebagaimana telah
Keputusan Bupati Wajo diubah dengan Peraturan Penetapan Nomor Rekening
48 Nomor : 640/ IX/ Tahun Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Penerimaan dan Pengeluaran
2025 Tahun 2024 tentang Perubahan Pemda
atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 350);
Lampiran Peraturan Menteri
. . Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Pembentukan Tim Penyusun
Keputusan Bupati Wajo - .
2020 tentang Pedoman Teknis Rancangan Peraturan Bupati
49 Nomor : 554/ VI/ Tahun -
2025 Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Sistem dan Prosedur
Bab I huruf G angka 10 dan Pengelolaan Keuangan Daerah
angka 15
Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Penetapan Bendahara
Keputusan Bupati Wajo 2020 tentang Pedoman Teknis b
50 Pengeluaran Pembantu
Nomor : 682/ XI/2025 Pengelolaan Keuangan Daerah Kelurahan
Bab I huruf G angka 10 dan Y
angka 15
Lampiran Peraturan Menteri
Keputusan Bupati Wajo Dalam Negeri Nomor 77 Tahgn Penetapan Bendahara
. 2020 tentang Pedoman Teknis
51 Nomor : 719 / XII / lol h Pengeluaran Pembantu
Tahun 2025 Pengelolaan Keuangan Daeral Kelurahan
Bab I huruf G angka 10 dan
angka 15
Lampiran Peraturan Menteri
Keputusan Bupati Wajo Dalam Negeri Nomor 77 Tahgn Penetapan Bendahara
. 2020 tentang Pedoman Teknis
52 | Nomor : 566/ VII/ Tahun Pengeluaran Pembantu
2025 Pengelolaan Keuangan Daerah Kelurahan
Bab I huruf G angka 10 dan
angka 15
. . Pasal 26 ayat (2) Peraturan Penetapan Pejabat yang diberi
Keputusan Bupati Wajo . Wewenang untuk
Menteri Keuangan Nomor 145 .
53 Nomor : 421/ III/ Tahun Menandatangani Dokumen
Tahun 2023 tentang Pengelolaan
2025 Dana Desa Persyaratan Penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2025
Perubahan atas Keputusan
Bupati Wajo nomor 421/ III/
. . Pasal 26 ayat (2) Peraturan Tahun 2025 Tentang
Keputusan Bupati Wajo . . .
) Menteri Keuangan Nomor 145 Penetapan Pejabat yang diberi
54 Nomor : 648/X/ Tahun
2025 Tahun 2023 tentang Pengelolaan | Wewenang untuk
Dana Desa Menandatangani Dokumen
Persyaratan Penyaluran dana
desa tahun anggaran 2025
Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun . . .
. Teknis Pemberian Tunjangan
2025 tentang Pemberian . . )
Peraturan Bupati Nomor 6 | Tunjangan Hari Raya dan Gaji Hari Raya dan Gaji Ketiga
55 Belas yang Bersumber dari

Tahun 202

Ketigabelas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun dan Penerima
Tunjangan Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025
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PEMERINTAH KAEUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 3 ANDI PALLAWARUKKA, S.1P. M.A.P.

Jabatan I Kepala BPEPD Kab. Wajo

Selanjunya disebut Plhak Pertama
Mama - H. ANDI ROSMAN, 8.50s,, M.M.

Jabatan - Bupat Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Keduna

Plhak Partama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka mencngah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Pertama,

ANDI .
Pangkat : Pembina Utama a, IV/je
NIP: 19700815 1




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Meningkainya kinerja pengelolaan
keuangan dan aset daerah

Indeks dimensi kesescatnn dokumen

i
perencinaan dan penganggaran :

Indeks dimensi pengolokasinn anggaran

belanja dalam APBD N

Indeks dimens transparans] pengeloluan
keumngan

Indeks penyerapan angEaran 16

Indeks Kondisi Keuangnn Daerah 13

Indeks Opini BPK 15

Kontribusi PAT dan Dana Bapgl Hasll terhadap

2, |Meningkutnys kemuandirian fiskal tolsl Pendapatan Dasruh 11,015
Meninglkatnya akuntabilitas
penyelenggarann pemerintahan
3. b  keua g [Milal SAKIF Pernnpleat Dasrah A [=B0-90)
pendapatan dasrah
e

Senglang, 17 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN HEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH HAE. WAJO

HEP 197006 15 V00T | 0D



SADAN PENGELOL.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

g4l AN BAAY PRI LA :

eracdinnym Penunjong Unesan 1004

i A bar D B Kabu /Kota Rata-Ras Reakisesd Kegatan Perunglont Ducmab
2, |l'|n 0 Iim minya Pengrlolasn Keuangen Persenitiss Penpelolann Kenangan Daceah 100
3 Iliﬂﬂn;h:pdrqu Pengeloinan Bernng Milk | Perschtas: Baming Meldk Dacrab yung dikciola 100%

T |Dacral sentini Elandor
i mﬂhﬁm Pengelalaan Pendapatan Perseniase Peningkatan PAD 100%
Ha Ermgrnm Anggaran Helernigan

| El'.ﬂil'ﬂﬂ F‘l-‘::;:uni: Urusan Pemerinianhon Daerab Bp A1 SR0LO21. 363 DAL, PAD, DEH
2 Program Pengelolsan Kevangsn Daerah 220,074, TL6.0350 AL, FAD, DEH, I
4. Program Pengelolenn Barang Millk Dacrah Ep T 1632906 DAL, PALD
&, Progrom Pengelolaan Perdopotan Doerah Rp 3770450600 AL

Senghkong, 17 Oktober 2025

KEPALA BADAR PENGELOLAAN KEUANGAN
DBAN PENDAFATAN DAERAH KAB, WAIO




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DALMAN FENGrE LKL AU 41 yLET

1. |Persentase penonpaian Program Stratepls Nasioned

3. |Prreentase pencapainn 8 delnpan) Progam Wajo Maradeka 1005
3. |Persentase pemenuban indikator MCSP KPE 100
4, |Persentase kemajuan kegintan (fisik) peranghkat doerals 100%
5. |Persentase penyerapan angguran 100K,

Perseninge Temunn obsh Badan Pemeriban Kevangun (ermsask temuan selama bertahon-
., |tahur tidak selessl) sesunl tugns dan fungsi perangkat dacreh yang teriambat atau belum 04
Idlﬁmh.‘k‘lmjuﬂ mrsuai relomendns das masth relevan sampal tahun 2025

T |l'|er|en|.n: Pelaporan LHKPN secarn lenghap dan tepat wakiu 100
Persrntase Pemenuhan Target PAD pada perangkot doemh atou PBB pada Kecnmatan

], 100
Tahun 2025

Q. |Persenitase Renlisasi DAK dan DAL S0 Tahun 2025 1005

I 1. fJumilah Inovasi Peranglat Dnerah 1

11 Perseninse Laporn pengodisan (aspirasl masyarakat sesuni kewenangan poranghal dasrah L0
' ig—mgdiﬂltul.nﬂ pada tinghat peranghnt dasrah

Perseninse Perintah atiu arabhan Bupar [Wakdl Bupati danfwtau Sckretars Doerah baik

12, [Haan maupun erulis yang teclombot mta tdak discleanikan dengan baik olch perangha 0%
dnerah sepanjang tahun 2025 I
13. 'ﬁﬂj.um: Penilninn Kebersihan Knnor Perangiknt Daerah BAIK

Jumiah Penghargann vang diterima obeh perangkat dnerah don (aton pemerintah doersh y
atas kantribasl peranghat dasrah Tabun 2035

Juminh baniuan Pusal [anggaman, baumng dan/atas fasa) yang diterima oleh pemerintah
daerah ams kontribusi perangkat daerah Tahun 2025 Rp- 1. 263,616,382,358

14.

12,

Sengkang. 17 Oktober 2025

EEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGARN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAJO

NP TUTO0E 1S 1000 |
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FEMERINTAH KABUPATEN WAJO
FPERJANJIAN KINERJA PFERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ANDI SAHLAN, 5E., Ak., M.5i.

Jabatan : Sekretaris BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
MNama i ANDI PALLAWARUKKA, S0P, M.ALP.

Jabatan 1 Kepala BPKFD Kab. Wajo
Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, sclanjutnya discbut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesum
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanlsi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertamaa,

ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.5i.
Pangkat ;: Pembina, Tk. 1IV/b
NIP : 19700815 19900 NIP : 19730928 200604 1 004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
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krpraaan Lwrrah
4 [Torsdisnys A T — " Iy Admnotrasl Uesam P berjalis  scwuii] P
i [Terpenubingm  Pengmisan  Bamng Mk Prrernase BAEDF Prouipang Wossuy Prinn gt Dieerab S %
Prfumang Urasan Pemerinimt Meemh warg o mmtarkean

Meneghainye Jdesa Peramang ruses rmn-“rjmmnnmum Permnghkat 1 erals)
Chasrrwy Persangian Duaras vuny iereedia

10

Meninghalogn ealias Penslbarsnn Darang Milk)
Thweraly Peovasfnng Urnussn, Prmevirsahon Dosmmb P B0 Prrcisnjomy L

[ veninglaiteyn Buslites  Peiunjang Unean|Perseninse Bemenuhas Bnsn Kewsnangs 100%

Ha beglaian Anaparsn Hafarangas
Perecaiiiar, [eogabggssab,  dan Fvaliias B AL PAD

L Kinerjn, P R —" g i h

4 Admimerss Keasngan Peangkal e i I LuA 556 I AL, FAD, DEH

A Adommmismmme Kopegasaian Peranghos |k (E] AR, 385 000 FAD

4. Adesnieras Usmam Persngiod Daeral Fp SO0 058 000 DAL, A
Penpadann  lkrang Milik Cacmb Preahgesg

f. Urimidi Pemerianial Ry 07,305 800 PAL
Macrah
Presiveillns Jasn Peiinjang Urasan

. P vt Dl Ep 17582 200 052 PAD
Pemclibasaan Dasmng Milik Dacrady Penunjeag

T Unosan Pemeneaban Fp 415 644,050 FRALYL PATS
Dhaerals

g Tenumpang Uruses  Kewesangan  Pespeiolen Bp ITAILIIT06] DAL, PAD, DD, DEH

Heunngen Dacrah

Sengkang, |7 Okiobar 2035

HEPALA BFEFD BAR, WAID REERETARIE RPEFD EAR. WA.MD
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N TR SO | (A
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Jumlah Lap Penyedi Jasa Pel u

22, |Tereedianyn Jasa Pel Umum Kantor Kantar yang Disedia} 1 Laporan
mﬂ Jaza Pemeliharaan, Biaya Pemell Jumlah Kendarzan Perormangan Dinas  atau
23 . . Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipcliharn dan 1 Unit
‘I:mdmn Perorangan Dines atau Kendaraen Rinas] dibayarkan Pajaknya
abatan
‘Teraedianya .Jasa Pemelihaman, Biaya Pemeliharaan |Jumteh Kend Dinas Of jonal alau Lapangan
24. [Pajak dan Perizinan Kend Dinas Op ional|yang 55 Unit
atau Lapangan Dipeliham dan dibeyarkan Pejak dan Perizinanmya
25 Terlaksananya Pemelibaruan/Rehabilitasi  (ledungJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya y 1 Unit
" [Kanter dan Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi
26 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danlJumlah Sarana dan Pragarana Gedung Kanbe atau) 15 Uni
*  |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnys yang Dipelihara / Dirchabilitasi it
7 T fianya Analisie Peren dan Penyaluran, .;::;:ltml:pomn Hasil Analisia Perencanaan dan | Laporan
Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan
28. |Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak :{u;mhh Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan I Laperan
. . 1 h Lap Hasil Pengelol Dan i Hasil
29. |Terkelolanya Dana bagi Hasgil Knbupaten fKota Kabupsten/K ast e bagi Hasi 1 Laporan
Bo 8ab Regiatan Anggaran Eeterangan
1. pousunan Dokumen Perencangan Peranghut Rp 21.664.500 DAV
aerah
2. Koordinagi dan  Peoyusunan  Dokumen  RKA- Rp 4.038.000 PAD
SKFD
Koordinasi dan Pemyusunan Dokumen
3. perubahan RKA-SKPD Rp 6.837.000 PAD
4.  Koordinasi dan Penyusunan DFPA- SKPD Rp 2.827.400 PAD
s. Keordinasi cdan Penyusunan Perubahan DFPA- Rp 2.609.800 PAD
SKPD
Koordinasi dan Penyusunen Laporam Capaian
6 Kinerja dan lichtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 3.045.000 PAD
7. Eveluasi Kirerja Peranglhat Dacrah Rp 3.779.300 PAD
8. Pepyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.916.089.221 DEH, DAU, PAD
Pelaksanaan Penatausahaan dan
9.
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 58.205.000 FAD
Koordinasi dan Penyusunan Laperan Keuangan
10 Akhir Tahun SKPD Rp 4,851,000 PAD
Kaordinasi den Fenyusunan Laporan Kewangan
11, .
Bulanan/ Triwulenan/ Semesteran SKPD Rp 2,411.300 PAD
Fengadaan Ppkeian Dinas beserta  Atribul
2. Kelengkapannya Rp 12.700.000 PAD
Pendatamn dan  Pengolahan — Administrasi
13. K , Rp 17.685.000 PAD
Bimbingan Teknis Implementasi Peramran
14. Perundang-Undangan Rp 8,000,000 PAD
Penyediann Komponen Instalasi
15.
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp 15.050.500 PAD
Fenyclenggaraan Rapat Koordinasi dan
16. L oneultasi SKPD Rp 240.550.000 PAD
17. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 304.497.500 PAD, DAU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
18.  atau Bangunan 397.305.800 PAD
Lainnya
19.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp §9.548.500 FAD
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PEMERINTAH KAEUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berfanda tangan di bawah ini:
MNama . AVITRI GANI, 8.50s., M.Si.

Jabatan ¥ Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKFD Kab. Wajo

Selanjuinya disebut Plhak Pertama
Mamsa : ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.5i.

Jabatan : Sekretaris BPEPD Kab. Wajo

Sclaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Plhak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
A
ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.5i,
Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19730928 200604 1 004 NIP : 19870528 200604 2 005
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FPEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.

Jabatan . Kepala Sub Bagian Keuangan BPKPD Kab. Wajo

Sclanjutnya disebul Pihak Pertama

Nama 3 ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.5i.

Jabatan - Sekretaris BPEKPD Kab, Wajo

Selaku atasan Langsung Plhak Pertama, sclanjuinya discbut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang ftelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Hedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberan penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Okiober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
& D
)ﬁ. o,
ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.5i. HELFIANA HASYIM, 5H, M.8i,
Pangkat : Pembina, Tk. 1 IV/b Pangkat ; Penata, 1l/d

NIP : 19730928 200604 1 004 NIP : 19800127 200604 2 011
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PEMERINTAH KEABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiil, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini:

Mama - HARYADI, 3.E.

Jabatan - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Sclanjutnva disebut Pihak Pertama
Mama . ANDI SAHLAN, 5E., Ak., M.51.

Jabatan : Sekretaris BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, sclanjutnya discbut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Plhak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari pedanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
AL =¥
ANDI SAHLAN, SE,, Ak., M.5i. HARYADI, 5.E.
Pangkat : Pembina, Tk. | IV/b Pangkat : Penata, Il1/c

NIP : 19730928 200604 1 004 NIF : 19801202 201402 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

KEepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawaszan Fajak Daerah

Joabatan Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Plhak Pertama

Nama ; ANDI PALLAWARUKEKA, S5.1P. M.A.P.

Jabatan : Kepala BPEPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineda vang seharsnyva  sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam doloumen percncanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ot

H. ASHAWALUDDIN, ST.. MM
Pangkat : Pembina, IV/a
MIP: 1D7B0107 201001 1 006

Panglmt |
NIP : 19700815 19?[!{! :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
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FEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di bawah ini:

Mama : ANDI S0OJ] FEBRIANTY, SE

Kepala Sub Bidang Pemungutan, Penagihan dan Keberatan Pajak

Jabatan Daerah Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya discbut Pihak Pertama

Maarri ‘ H. ASHAWALUDDIN, 5T., MM

Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Paak Daerah

Jabatan Lﬂi]'ll'lfl'ﬂ BPFEPD Kal. 'li."uju

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, zelanjuinya dizebut Pihak Hedua

Fihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinega jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan  kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
sccara berkala.

Pibak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerga dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanks:.

Senpgkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

=

H. ASHAWALUDDIN, 8T., MM um.m.i:n!ﬁ;.m.n

Pangkat : Pembina, IV/a Panghkart : Penata TE I, 111/d
NIF: 19780107 201001 1 006G NIP : 19840918 200604 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeknfl, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama : RAMLANSYAH, S.H.,M.Si.

Kepala Sub Bidang Pendataan,Pendaltaran dan Pengawazan BPKPD

Jabatan Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah

Jabatan Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selalu atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluas:
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Okwober 2025

FPihak Kedua, Fihak Pertama,
/-J\'/ -
H. ASHAWALUDDIN, ST., MM
Pangkat : Pembina, IV/a Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780107 201001 1 006 NIF : 19830811 200902 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
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PEMERINTAH EABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama I ASTIDAR, 5.E.

Jabatan L Analis Keuangan Pusgat dan Daerah BPEPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama -_ H. ASHAWALUDDIN, 5T., MM

Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah

Jabatan Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selalou atasan Langsung Pihak Pertama, selanjuinyva disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan., Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangeung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perangian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17T Oktober 2025

Pihak Kedua, Fihak Pertama,
H. ASHAWALUDDIN, 5T., MM
Pangkat : Pembina, [V/a Pangkat : Penata Tk.1, IlI/d

NIP : 19780107 201001 1 006 NIP : 19830716 200701 2018



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
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FEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan
akuntabel serta bererientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 1 SUARDI, 5.50s.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPFKFD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ANDI PALLAWARUKKA, 5.IP..M.A.P.

Jabatan : Kepala BPFKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Plhak Pertama, selanjutnya disebut Plhak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokomen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
,:;é\ L
8.1P. M.A.P. BUARDI, 5. 508,

Pangkat ;: Pembina Utama Pangkat : Pembina, IV /fa
NIP : 19700815 199003 NIP: 19771137 199703 1 002
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Senghang, |7 Oktober 2025

EEFALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
HEPALA BPFEFD HAB, WAJD DAERAH EFHPD KAB, WAJO

Qv

Pangist - Pembine, TV/'a
NIPF | 19TT1127 199702 1 003
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EEPALA BPFEPD HAR. WAJOD

Bengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAT DPFKPD KAD, WAJD

e A
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PFEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang cfcktif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 3 TAUFIQ HASYIM, AR, 5.E,M.5i.

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi BFKPD Kab.
Jabatan : Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUARDI, 5.Sos.

Jabatan - Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selalu atasan Langsung Plhak Pertama, selanjutnya disebut Plhak Kedua

Plhak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedus akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargean dan sanksi.

Bengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

L- :
SUARDI, 8.5os, TAUFIQ HASYIM, AR, 8. M.Bi.
Pangkat : Pembina, IV/a Pangkat : Penata, I11/d
NIP: 19771127 199703 1 002 NIP: 19810117 201101 1 D01
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1. |Voreedianya Smndar Hargs Jumish Standar Harga yanp Disussam 50 Dodnamen
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Sengknng. 17 Oliober 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK HEPALA SUB BIDANG AMALISA HEBUTUHAN DAN
DAERAH BPEPD KAR, WAJD INVENT. BFKEFD HAB. WAJOD

BUARDI, B.Bon, TAUFIQ HABYIM, AR, B.E M 51
Patighinl - Pembine, ¥/ Paiighnt : Pennia, M/d
BIP | 1OTT 1127 19970 1 002 MIFP - I9EI0T1T 20 I0E L 0ol



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA FPERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama - Dra. Hj. RESNA, M.Si.

Jabatan - Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Wajo

Selanjuinya disebut Plhak Pertama
MNama - SUARDI, 5.80s.

Jabatan 3 Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan targel kinerja vang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti
yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pilhak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian inl dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
A ay
BUARDI, 5.508. Dra. Hj. RESNA, M.8I.
Pangkat : Pembina, I[V/a Pangkat : Pembina , I[V/a

NIP : 19771127 199703 1 002 NIF : 19671231 199703 2 022
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a Heprana Rebutuban Bammng blilik Deerah [Juamish Benoans Kebunihan Barang Milik Dasrah & Delumen

Sengkang, 17 Oktober 2025

HEFALA BEIDANG PFENGELOLAAN BARANG MILIH HEPALA SUR BIDANG PEMBINAAN DAN
DAERAH BPHPD HAB. WAJD FENGAWABAN BPFEPFD KAB. WAJO
A\ iy
SUARDIL, 8.80s, Dra. Hj. RESNA, M.8I.
Pamghn! © Pembene, Vs Panpgicat - Pemhins , ¥)'s

WEP 2 A9TTILRT 19903 1 002 NIF | 1967131 199303 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P,
Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapaten BPKPD Kab.
Jabatan Waio

Selanjuinya disebut Pihak Pertama
Nama : ANDI PALLAWARUKEKA, S.IP. M.ALP.

Jabatan : Kepala BPKPD Kab, Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuad
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SYAHMADIYAH, §.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV /a
NIP : 19780712 200701 2 023
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PEMERINTAH KABUFATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yvang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Natm : ANDI RUSMIN, P. 5.Kom. M.l.Kom

Kepala Sub Bidang Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Jabatan Daerah BPKPD Kab, Wajo

Selanjuinya disebut Pihak Pertama

MNama H SYAHMADIYAH, S E., M.AP.

Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan BPKPD Kab.

Jabatan Waijo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebui Pihak Eedun

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kKinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan  kegapalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberan penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

f

Y. AH, 8.E., M.A.P. ANDI RUSMIN, P. S.Hom .M.I.Kom
Pangkat : Pembina, IV/a Panglkat ; Penata, 1I1/d
NIP : 19780712 200701 2 023 NIP : 19790822 201101 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama £ YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Kab, Wajo

Selanjutnya disebut Plhak Pertamn

MNama : SYAHMADIYAH, S E, MAP.

Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapaian BPKPD Kab.

Jabatan Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, sclanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Hedun akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

sl x. 12

Pangkat : Pembina, 1V/ Pangkat :"Pembina , IV/a
NIP: 19780712 200701 2 023 NIP : 19800712 200502 2 005
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang cfekuf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini:

Mama . H. AKAS, 3.30s5.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah

dlenatan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Mama : SYAHMADIYAH, 8.E., M.AP.

Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan BPKPD Kab.,

Jabatin Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang secharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti
yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secarna berkala,

Pihak Kedun akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melakukan evaluas;
terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargasn dan sanksi.

Sengkang, 17 Okiober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
TR 5 H. AKAS, 5.508,
Pangkat : Pembina, TV /a Pangkat ; Penata Tk.I, TIT/d

NIP : 19780712 200701 2 023 NIP. 19751004 200701 1 006
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN HINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFAH CHAERUL YAMAN, 5.5So0s., M.Si.

Kepala Bidang Pelayanan, Pengelelaan, Pengawasan PBB-P2 dan

Jahaan BPHTE BPKPD Kab, Wajo

Selanjutnya dizselwit Plhak Pertama

Kama - ANDI PALLAWARURKEA, 5.1P., M.AF.

Jabatan % Kepala BPEPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pilhak Pertama, selanjutnya discbut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnyva sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja janglca menengah seperti
yvang telah ditetapkan dalam doliumen percncanaan, Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab komi dan bersedia dievaliias:
socara berkala,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
-
| D !
ANDI IP.,M.A.P , B.Bos., M.Bi.
Pangkat : Pembina Utama a8, IV/fc Pangkat : Pembina, IV/a

NIF : 19700815 199003 1 NIP : 19780505 200801 2 033
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama $ Hj. SATRIAWATI, SE., M.5i.

Hepala Sub Bidang Pemungutan, Penagihan dan Keberatan PEB-F2

abutan dan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYARIFAH CHAERUL YAMAN, 5.50s., M.Si.

Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolann, Pengawasan PBB-P2 dan

Jabatan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, sclanjutnya discbut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya scsuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dualam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kKinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Hedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
AH MIE ¥ . Hi. SBATRIAWATI, BE., M.8i.
Pangkat : Pembina, IV/a Pangkat : Pembina , IV/a

NIP : 19780505 200801 2 033 NIP : 1980102] 200502 2 002
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KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, HEFALA SUD BIDANG PEMUNGUTAN, FERAGIHAN
mmmlmnmmmm. DAN HEBERATAN PRD-F2 DAN BPHTE BPFEPD HAR.
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FEMERINTAH EABUPATEN WAJO
PERJANJIAN EINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Wama ] A. BRI RAHAYL NINGESI, 5.E.

Juburan { Penilal Pemerintah BPKPD Kab. Wajo

Sclanjutnya dizebut Pilhak Pertama

Mama - SYARIFAH CHAERUL YAMAN, 5.80=., M.Si,

Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBB-P2 dan

e BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebut Plhak Hedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudksn targer kinerja yang seharmsnys  sesoai
lampiran perjanjisn ini, dalam rangks mencapai target kinerja junghka menengah seperti
vang felah ditetapkan dalam dokumen perencansan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapainn target kineda tersebut menjodi tanggung jawab kami den bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Hedua akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindaken yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
i
d
5

HAERUL YAMAN, 5.50s., M.5i A. SRI RAHAYU NINGSI, §.E,
Panglat : Pembina, IV/a Panghkat : Penata Tk.I, 111/d
NIP : 19780505 200801 2 033 NIP : 19790727 200604 2 DIB
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FPEMERINTAH HABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewojudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, kami vang bertandas tangan di bawah ini:

Mama i ARIF.5.505.

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PEB-P2 dan BPHTB

Subatan BPKPD Kab. Wajo

Selanjuinya disebut Plhak Pertama

Nama : SYARIFAH CHAERUL YAMAN, 5.50s., M.Si.

Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBRB-P2 dan

kot BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya discbutl Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudksan target kinerja yvang scharusnya secsuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah sepert
yvang telah ditctapkan dalam dokumen perencanaan. Reberhasilan dan kegagalan
pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yvang diperfukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SYARIFAH YAMAN, 5.50s8,., M.5i. ;
Pangleat : Pembina, IV/a it : Penata, IT1/d
NIP : 19780505 200801 2 033 MIP : 19811004 200701 1 007
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI MIHARAH, 5.50s.,M.5i.
Tak _ Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA
e " BPKPD Kab. Wajo

Selanjuinya dizebui Plhak Pertama

Mama : ANDI PALLAWARUKKA, S5.1P. M.A.P.

Jabatan : Kepala BPEKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan  kepgagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
gecara berkala,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yvang diperhukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 1T Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
ANDI PALLAWAR S.IP. . M.A.P. Bos. :
Pangkat : Pembina Utama ™ Muda, IV /c Pangkat ; Pembina, IV/a

NIF : 19700815 199003 NIP : 19720106 199803 2 005
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PEMERINTAH KABUFATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama } HARTINI BASIR, 5. KM. M.Kes.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Otorisasi DPA BPKFD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - ANDI MIHARAH, 5 Sos. M._Si.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA

R BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

FPihak Pertama berjanji akan mewugjodkan target kinerja vang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
sccara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ssengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

. :

Pangkat : Pembina, IV/a Pangkat : Pembina, [V/a
NIP: 19720106 199803 2 005 NIP : 19760730 200701 2 017
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN HKINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeletif, transparan dan
akuntabel scrta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dra. Hj.SITTI FATIMAH

Jabatan - Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Selanjuinya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP. M.AP.

Jabatan : Kepala BFKPD Kab. Wajo
Sclaku atasan Langsung Pihak Pertama, sclanjutnya discbut Pihak Keduoa

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanbsi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Fihak Kedua, Pihak Pertama,

] o

Dra, Hi.SITT] FATIMAH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19680310 199003 2 009

Pangkat : Pembina Utama Myda, IV/c
NIP: 19700815 199003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Terlakesnanya  Rekonsiiasi  dan  Verifikasi Jumiah Dokumen Hasdl Rekonwiliasi dan Verifikass

Krwng bam, Ekuidns, Y
k. Anet, Hewapban, Ekuiins, Pendapataon, Belanjal I Dokamen
dan B ¥ + Belanja, Pembinyaan, Pendapatun-LO. Pembinynan, Pendapainn- L. don Beban

Pieinlstinis oo, i Juminh lapomn Persnnggengivamban  Pelnksnaan|

a. Pelaksamnsan APED Dulanan, Trwulaman """"M’EH:IH! . Triwul iy & P 1 Laporan
Brmeslerng
Terlakasmarys Konsclidesl Laporan Keusngon SXPD,

3 |BLUD dan Laparas ml'ﬂ:;:.?w“:”m””"n' “I ;Lﬁ:mi '"'"l:"" e I Lapern
Krnngan Pemerinial Dacral
Tersedianya Fanoangan Perstamen  Dacrab dumilnll Enpoangott Perodufun Decmab  tentang
Perangpungasahan Pertanpgpengisemban Pelaknarnani ANBD

i Peinksamnnn APHD KnbupatenKots don Kanonngon| Knbupaten fKnta 3

Y | Peraroran Kepals don Ronmmogan Pernburan Kepaln Deerah tentong] gldosn

Marrak  leatang  Peopahdran Pedlanggmengswaban|Penjabaran Pertangrungowaban Pelaksonaan APBD|
Preiakaannnn AFBRD Enbispaicn f Kots Kaknspoacn f Bota
[Trriaknnnneyn Pembinnnn Alamboam, Pelaporan donofdumlah Ommog v Mesgiboti Peenbinoasmn Alontans,

8. |Pertangmingseaban Pelapornt  dan Pertanppuaginwoben  Pemerisink 41 Orang
Pemerintah Kabupaten/ Knta Kaknapater fsota

[ Sub Kegiatan Anggaran Heterangan
Rekonailiasl dan  Verifikasi Asef, Eewajiban,

1. Ekuitns, Pendapotan, Belanjn, Pembioymon, Hp 28 2 OO0 nau
Iwm-mﬂlﬂ Beban
Koordinasi Penyusinan Laporan

4 Perienggurgowaban Pelaksinaan Bp 10,236,878 DAL

APBLD Bulanon, Trivalznon dan Semesteran

Konsolidani Luporan Keunngan SKPD, BLUD dan
3.  Laporan Keuangan Rp 256 629,100 PAD, DAL
Pemerinuah Dacrah

Koosdinasi  dan  Penyusunan  Rencangan

Pernfuran Decrah tentong  Pertangungjawalsan
4 ~ Pelalmanaan  APBD  Kabupaten/Kowm  dan

Rancangon Persturan Kepals Dacrah tentang Rp 115588 900 DAL
Penjabaran  Pertnngpungiswaban Pelaksanpan
APBD Kabupaten Kot
Pembinaan Akuntansl, Pelnpaoran akag
S Pertanggungiowaban Pemerintah Rp 21,192,700 DAY
Kabupaten Ko
Jumilal
Senpkang, 17 Okwber 2025
HEPALA BPFEPD HAB. WAJD EEPALA BIDANG AKUNTANE] DAN FELAPORAN

BPFEPD HAB. WAJO

=k

Dra, HL.EITT] FATIMAR
Farghkat © Frstea, IV fa

R TSROSO 19000 3 (e

Fanphut - Femhins Uoeea M)
R ORI 5 19GOS 1




Bergiang, 17 Olitober 2025

EEPALA BIDANG AHUNTARSI DAN PELAPORAN
EBPFEFPD HAB. WAJO

e

Pangha! © Peniuns, I &
NIF | PRERERI0 | P00 T 0%




PEMERINTAH KEABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan dan
aluntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . ANDI NURHAEDAH, 5.E. M. 5i.

Jabatan '. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut Pilhak Pertama

Nama . Dra. Hj.SITTI FATIMAH

Jabaian ' Kepala Bidang Alkuntansi dan Pelaporan BPKFD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, sclanjuinya discbut Pihak Eedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangpung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

FPihak Kedua, Pihak Pertama,
ﬁ%‘l
Dra. H{.SITTI FATIMAH AND] NURHAEDAH, 5.E.,M.5i.
Pangkat : Pembina, IV/a Pangkat : Pembina , IV/a

NIP : 19680310 199003 2 009 NIP : 19720825 200604 2 005
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yvang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN OKTAVIAWAN, 5.E,M.5i.

Jabatan - Kepala Sub Bidang Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya discbut Plhak Pertama
Nama : Dra. Hj.SITTI FATIMAH

Jabatan - Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKFPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama, sclanjuinya discbut Pilhak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuad
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepert
yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi
secara berkala.

Pihak Kedus akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yvang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua, Fihak Pertama,
= /5"/‘}
Dra, H|.SITTI FATIMAH IRFAN OKTAVIAWAN, §.E,M.8i.
Pangkat : Pembina, IV/a Fangkat : Penata Thk.I, [1/d

NIP : 19680310 199003 2 009 NIP : 19841028 200002 1 002
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PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
KAB. WAJO DPA-BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025 SKPD
Nomor DPA : DPPAJA.3/5.02.0.00.0,00.01.0000/002/2025
SKPD : §.02.0.00.0.00,01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumiah
T [
§ |25 & £ o 8 Sumber Tahun
2 |8 & o B a B Uraian Lokasi|T-
S |a 5| £ R 8 Dana Belanja Tidak T+
1| Belanja Operasi | Belanja Modal Balanja Transfer Jumiah
Terduga
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Rp39.069.947.157,00| Rp593.646.750,00 | Rp5.026.657.361,00|Rp212.806.570.600,00|Rp257.496.621.860,00
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp39.069.947,157,00fRp583.648.750,00| Rp5.026.657.361,00|Rp212.808.570.600,00|Rp257.496.821.868,00
5 02 KEUANGAN Rp39.069.947.157,00|Rp593.646.750,00| Rp5.026.657.361,00|Rp212.806.570.600,00|Rp257.496.821.868,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5 02 01 Rp31.591.374.613,00|Rp328.648.750,00 Rp0,00 Rp0,00| Rp31.980.021,363,00
KABUPATEN/KOTA
Parencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
s | o2 n | 201 gangga " L 9 Rp44.801.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00|  Rp44.801.000,00
Dazrah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
5 02 01 2.01 0001 o Y n canadn 9 Rp21.664.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.664.500,00
gara
5 0z 01 2.01 0002 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp4.038.000,00 Rp(,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.038.000,060
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
5 0z 01 20 0003 Rp6.837.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rpé.837.000,00
RKA-SKPD
5 02 01 2N 0004 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp2.827.400.00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.827.400,00
5 02 01 2Mm 0005 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp2.609.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.609.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
5 02 01 2 0006 Rp3.045.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.045.000,00
Kineija dan ikhtisar Reallsasl Kinerja SKPD
5 0z 01 2m 0007 |Evalvasi Kinerja Perangkat Daerah Rp3.779.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.779.300,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik
5 02 o1 | 201 | oocos yelenggaraan fraldata Fendukung Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Sektoral Daerah




Jumlah

= =

& 25 E 2 a B Sumbar Tahun

g 8 8 g > 3 g Uralan Lokasi|T.

S |as5| § 2 K Dana Belanja Tidak TH

1| Belanja Operasi | Belanja Modal Belanja Transfor Jumilah
Terduga

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistlk Sektoral

5 02 i} ] 2.01 0009 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Daarah

5 02 [14] 2402 Admiristras! Keuangan Perangkat Daerah |Rp12.981.556.721,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00{ Rp12.981.556.721,00

5 02 o 2,02 0001 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp12.916.089.221,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,0d] Rp12.916.089.221,00
Palaksanaan Penatausahaan dan

5 0z o1 2,02 0003 . . Rp58.205.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp58.205.000,00
Pengujian/Verifikasi Keuzngan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

5 02 01 2,02 0005 Rp4.851.000,00 Rp0,00 RpD,00 Rp0,00 Rp4.851.000,00
Alkchlr Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

5 02 01 2,02 0007 Rp2.411.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.411.500,00
Bulanan/ Triwutanan/ Semesteran SKPD

1 02 o1 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Rp38.385.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.385.000,00
Pengadaan Pakatan Dinas beserta Atribut

5 02 01 205 0002 Rp12.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.700.000,00
Kelengkapannya
Pandataan dan Pengolahan Administrasi

5 02 01 2.05 0003 Rp17.685.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0.00 Rp17.685.000,00
Kapegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

5 02 o 2.05 oo Rp8.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.000.000,00
Perundang-Undangan

5 02 o1 2.06 Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah Rp560.098.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp560.028.000,00
Penyediaan Kamponen Instalasi Listrik/Penerangan

5 02 01 2.06 oo Rp15.050.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.050.500,00
Bangunan Kantor
Penyedizan Bahan Bacaen dan Peraturan

5 02 iy} 2.06 ooces Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Pemundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

5 02 0 2.06 0009 SKPD Rp240,550.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp240.550.000,00

5 02 o1 2.06 0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp304.497.500,00 RpD,00 Rp0,00 Rgp0,00 Rp304.457.500,00
Pengadaan Barang Miilk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

5 02 01 2.07 Rp11.007.000,00|Rp386.256.800,00 Rp0.00 Rp0,80 Rp397.305.800,00

Daerah




Jumlah

8 2 5 g E E Sumb Tahu
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1| Belanja Operasi | Belanja Modal Bolanja Transfer Jumlah
Terduga

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

5 02 o1 2.07 o010 Rp11.007.000,00|RpI66.298.800,00 Rp0,00 Rp0.00 Rp397.305.800,00
atau Bangunan Lainnya

5 02 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp17.552.229,892,00 Rpd,00 Rp0,00 Rp0,00| Rp17.552.229.892,00

5 0z o1 2.08 GC01 {Penyediaan Jasa Surat Menyurat RpB89.548.500,00 Rp0.00 Rp0,00 Rp0,00 Rp89.548.500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

5 02 1] 2.08 ogo2 Listeik Rp17.132.123.392,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00| Rp17.132,123.392,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlangkapan

] 02 1)} 2.08 coo3 Kant Rp20.880.000,00 Rp0.00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.880.000,00

antor

5 02 01 208 CC04 |Penyediasn Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp309.668.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3089.668.000,00
Pemeliharaan Bararg Mllik Dasrah Penunjang Urusan

5 02 01 2.09 Rp403.207.000,00( Rp12.347.950.00 Rp0,00 Rp0,00 Rp415.644.950,00
Pamaerintaban Dacrah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

5 02 1) 2.09 0001 YPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pergrangan Rp72.682.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,c0 Rp72.692.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

§ 02 01 2.00 0602 |{Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Rp106.430.000,00 Rp0,00 Rp0.00 Rp0,00 Rp106.430.000,00
Dinas Operasiona) atau Lapangan
Pemaliharaan/Rehabllitasi Gadung Kantor dan

5 02 01 209 0009 Rp185.885.000,00] Rp12.347.950,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp198.232.950,00
Bangunan Lainnya
Pametiharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

5 02 " 2.09 o010 . Rp38.2680.000,00 RpQ,00 Rp0,00 Rp0.30 Rp38.280.000,00
Gedung Kantor atau Bengunen Lainnya

5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp3.141.488.978,00 Rp0,00| Rp5.026.657.361,00|Rp212.806.570.600,00|Rp220.974.716.939,00

5 02 02 2. Keordinas| dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rpt.769.180.500,00 Rp0,00 Rp0.00 Rp0,00] Rp1.769.180.500,00

5 02 02 2.04 0601 jKoordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp34.547.000,00 Rp4,00 RpQ,00 Rp0,00 Rp34.547.000,00{
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan

5 | oz o2 | 201 | ocoo2 nas y Rp34.547.000,00 Rp0.00 Rp0,00 RpO,00|  Rp34.547.000,00
Perubahan PPAS

5 02 02 2.0 0005 IKoordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Rp17.915.400,00 Rp0,00 Rp0.,00 Rp0,00 Rp17.915.400,00




Jumiah
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1i Belanja Operasi | Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah
Terduga

Koardinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan

5 02 02 2.01 0006 Rp55.519.100,00 Rp0.00 Rp0,00 Rp0,00 Rp55.519.100,00
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Paraturan Daerah

5 174 02 zm 0007 |tentang APBD dan Peraturan Kepala Dagrah Rp746.457.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp746.457.000,00
tentang Panjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah

5 173 02 2.m 0008 |tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Rp756.025.000,00 Rp0D,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp755.029.600,00
Daerah tentang Penjabaran Parubahan AFBD
Koordinasi dan Panyusunan Regulasi sarla

5 02 02 2.0 cooo Rp115.897.000,00 RpD,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp115.997.000,00
Kebijakan Bidang Anggaran

L3 02 02 2.01 0010 |Koordinasi Perencanaan Anggarsn Pendapatan Rp1.926.500,00 Rp0,00 Rg0,00 Rp0,00 Rp1.926.500,00
Pembinaan Perancanaan Penganggaran Daerah

5 02 02 20 0013 X Rp7.242.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.242.500,00
Pemerintah KabupataervKota

5 02 02 2.02 Koordinas| dan Pengelolaan Perbendaharaan Baerah RpB67.806.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp867.806.200,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian d

5 02 02 2.02 ool yiep ¢ an dan Rp10.101.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.101.000,00
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,

5 02 02 2.02 0005 |Supearvisi, Monitering dan Evaluasi Pengelotaan Rp331.203.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp331.203.000,00
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Rekonsiliasi Data Panerimaan dan Pengeluaran Kas

5 02 02 2.02 0008 ({serta Pemungutan dan Pemoatongan atas SP2D Rp88.472.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 RpB8.472.500,00
dengan Instansi Terkait
Panyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Kauangan
yanyg Berkaitan dengan Pererimaan dan

5 02 02 2.02 0010 Rp38.044.000,00 Rpo0,00 Rp0,00 Rp0.00 Rp38.044.000,00
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah

5 02 02 202 oo Rp399.985.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3959.985.700,00

Kabupaten/Kota




Jumiah
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Belanja Gperasl Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah
Terduga
Kaordinasl dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5 02 02 203 Dasrah Rp432.549.578,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp432,549.578,00
era|
Rokonalliasi dan Verifiies| Aset, Kewajlban, Ekultas,
5 0z 02 203 0002 |Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Rp28.802.000,00 Rp0,00 Rp0,aq Rp0.00 Rp28.802.000,00
dan Beban
Koordinast Penyusunan Laporan
5 02 02 203 8003  [Peranggungjawaban Petaksanaan APBD Bulanan, Rp10.236.878,00 Rp0,00 RpQ,00 Rp0,00 Rp10.236.878,00
Triwulanan dan Semasteran
Konsolidesi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
5 02 02 2.03 o4 . Rp256.629.100,00 Rp0,00 RpD,00 Rp0,00 Rp256.622.100,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Keoordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Dasrah tentang Partanggungjawaban Palaksanaan
APBD Kebupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
5 02 02 2,03 Q005 P . g Rp115.588.800,00 Rpb,00 Rp0.00 Rp0,00]  Rp195.588.800,00
Kepala Daorah tantang Penjabaran
Pertanggunglawaban Pelskeanaan APBD
Kabupaten/Kota
5 02 0z 2,03 ao11 [Pembinsan Akuntensl, Peleparan dan Rp21.192.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.162
' Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota pet. 192,700, po: pu. pel p21.162.700.00
5 02 02 204 1Penunjang Urusan Kewanangan Fengelolaan Keuangan Daarah Rp0,00 Rp0,00} Rp5.026.657.36 1,00 sz12.806.5?n.500.00iRp217.833,22?.9‘61,00
Analisis Perencanaan dan Penyaturan Bantuan
5 02 02 2.04 ocos Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00|Rp205.800,152.100,00 Rp205.880.152.100,00
Keuangan
5 02 02 2.04 0008 |Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp0,00 Rp0,09]| Rp5.026.657.361,00 Rp0,08| Rp5.026.657.351,00
5 02 02 2.04 0010 |Pengelolaan Dana bagi Hasl| Kabupaten/Kota Rp0,G0 Rp0,00 Rp0,00! Rp6.918.418.500,00 Rp6.916.418.500,00
Pangelolaan Data dan Implementast Sistem nformasi Pamerintah
5 02 0z 2.05 Rp71.952.700,00 Rp0,00 Rp(,00 Rp0,80 Rp71.952.700,00
Daerah Lingkup Keuangan Dacrah
5 02 02 205 0002 ilmplementasi dan Pomeliharaan Sistem Informasi Rp71.852.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0, Rp71.952.700
-+ - . ] + v |u‘D L . ¥
Pemeriniah Daerah Bidang Keuangan Daerah P P P P g o
] 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MIL!K DAERAH Rp566.632.986,00 Rp195.005.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp761.632.866,00
5 0z 03 2.01 Pengelotaan Barang Milik Daerah Rp566.632.866,00 |Rp195.000,000,00 Rp0,00 Rp0.60|  Rp761.632.866.00
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Belanja Oparasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah
Tarduga

5 02 03 201 0001 [Penyusunan Standar Harga Rp20.098.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.098.800,00
Panyusunan Perancanaan Kebuluhan Barang Nilik

5 02 03 20 0003 Rp7.2562.500,00 Rp0,00 Rp0,G0 Rp0,00 Rp7.262.500,00
Daerah

5 0z 03 2.01 0007 |Pengamanan Bareng Mifik Daerah Rp101.633.200,00 Rp0.00 Rp0,c0 Rp0,00 Rp101.633.200,00

5 02 a3 201 0008  |Penilaign Barang Milik Daerah Rp6.629.500,00 Rp0.00 RpQ,00 Rp0,00 Rp6.620.500,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

5 02 03 20 000 |Pemindahlanganan, Pemusnahan, dan Rp130.869.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp130.969.600,00
Panghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan

5 02 03 201 0011 Rp5.782.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.782.500,00
Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 0012 |Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp294.266.866,00(Rp195.000.0020,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp489.266.866,00

§ 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rp3.770.450.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00| Rp3.770.450.600,00

5 02 04 2.1 Keglatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp3.770.450.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0.00| Rp3.770.450.600,00

5 02 04 2.01 0001 |Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Rp47.515.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp(,00 Rp47.515.800,00
Penyutuhan dan Penysbarluasan Kabijakan Pajak

5 02 04 2.01 oco3 Rp0.00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,060 Rp0,00
Daearah

5 02 201 0005 [Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp72.8006.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp72.800.000,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaparan Basis

§ 02 04 2.01 D006 . Rp94.930.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.930.700,00
Data Pajak Daerah
Panilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

5 nz 04 24014 0007 |Perkotean (PBBPZ2) saerta Bea Perolehan Hak alas Rp2.215.206.700,00 Rp0,00 Rp0.00 Rp0,00| Rp2.215.206.700,00
Tanah dan Bangunan (BPHT8)

5 02 04 2.01 0011 |Penagihan Pajak Daarah Rp883.426.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp883.426.200,00
Pengendalian, Pemariksaan dan Pengawasan Pajak

5 02 04 201 0013 b h Rp231.530.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp231.530.500,00

aera

Pembinaan dan Pengawasan Pengelotaan Pajak

5 02 04 2.0t 0014 Rp225.040.700,00 Rp0.00 Rp0,00 Rp0,00 Rp225.040.700,00

Daerah dan Refribusi Daerah




Roncana Reaslisasi Belanja per Bulan®]
{Rpi
Jorwari Fp120 £95 587 223 60
Februari Rp397.204, 180,00
arst Red.699. 183 285 00
April Rp3 237 336.176.00
Mt Fips. TR, 165, 155,00
Junl Rp 237 0000000
Judl Apt0E. 814,371, 747 00
Agustus Rp3.280 511.000.00
Soptembee RE131.420 400,00
s Rp3.904 587 282 00
|Mervamint Rpd 17 742 200,00
{Deseenbe: RETH 652 500,00
o B Timn Anggpsrmn F‘lrru_rn_m Ciasrah o

No. |Hama NP  Anbntan

1. [ir ARMAYANIL M.5I 19661125 1982032008 B T LI

2. |MUHAMMAD ILYAS, § TP, M5, 1HAINTR62000 121001 |m.u:u. KETLWA BIDANG PERENCANAAN

1 [AMDI PALLAWARUKKA S I, MA P 97008 151880031003 Iu.wul_ KETLIA BIDANG PENGANGGARAN

4 |SYAHMADIYAH, SE MAE 1BTROT 42200701 2023 [mnemm LML

5 |Drm, SUSIAWATY FANIKKAL M.5| 197505251993 112001 |:!EIIREIAH15 BIDANG PERENCAMAAN

6 [ANDISAHLAN, S 6. Ak, MSI 1O7INI2AI00604 1004 JEEHHETAHE BOANG PENGANGGARAN

7. |ANDIELVIRA FAJARWATI P 5.H 1084011 82006042010 |mmmn:m ANGBOTA




B |ANDI MIHARAM, S Soe., M 5i 14720106 120802005 ANGGOTA,

i [HASHAWALLDDN, 5T 1GTA0IOT 2040011008 AMGABOTA

10, |[SUARDIL & Sos 19771127 1087031002 TA L .lt—v
1, |Dira. MESITTI FATIAAH TBEE031019R003200G ANGEOTA _,_...--:;I"'l.l..

'} Seaual pariodisss’ SP0




